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PEDOMAN WAWANCARA 

Informan: 

1. Pejabat pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 
2. Pejabat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal. 
3. Penyidik pada Polda Metro Jaya yang menangani kasus PT. Wahana Bersama 

Global indo. 
4. Mantan Direksi pada PT. Wahana Bersama Globalindo. 
5. Mantan Investor pada PT. Wahana Bersama Globalindo. 

Data Wawancara Yang Dicari: 

1. Legalitas perusahaan PT. Wahana Bersama Global indo: 
a. Proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama Globalindo. 
b. Proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Global indo. 
c. Jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo. 
d. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo. 
e. Tujuan penyelenggaraan bisni s investasi yang dilaksanakan PT. Wahana 

Bersama Globalindo. 
f. Struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama Globalindo. 
g. Hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan Dressel/ 

Investment Limited (DlL)-USA. 
h. Proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana Bersama 

Global indo. 
2. Mekanisme pengawasan terhadap perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo: 

a. Badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis 
investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Global indo. 

b. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang 
terhadap terhadap bisnis investas i yang dilakukan PT. Wahana Bersama 
Global indo. 

c. Kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan 
proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan. 

d. Peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi 
yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo. 

e. Substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan PT. 
Wahana Bersama Global indo. 

3. Perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan investasi yang dilakukan 
oleh PT. Wahana Bersama Globalindo: 
a. Modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama 

Global indo. 
b. Jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama 

Global indo. 
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c. Pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana 
Bersarna Globalindo. 

d. Substansi hukurn yang berlaku untuk menjerat pelaku tindak pidana investasi. 
e. Jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas 

kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo. 
f. Mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama Globalindo. 
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Data Dokumentasi Yang Dicari: 
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3. Akta Pendirian PT. Wahana Bersarna Global indo. 
4. Surat lzin Usaha PT. Wahana Bersama Globalindo. 
5. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo. 
6. Pengurus PT. Wahana Bersama Global indo yang dijatuhi pidana. 
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PERT ANY AAN PENELITIAN 

Nama responden/informan 
Pekerjaan/instansi 

Jabatan 
Tanggal wawancara 

Oepatemen 
Perdagangan 

Perindustrian dan 

I. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi kepada PT. Wahana Bersama 
Globalindo? 

2. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Global indo? 

3. Apajenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

4. Apajenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

5. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

6. Bagaimana struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

7. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan 
Dressel/ Investment Limited (DIL)-USA? 

8. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

9. Apa badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis 
investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

I 0. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang 
berwenang terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

11. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan 
proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan? 

12. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis 
investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

13. Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan 
PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 

14. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada 
para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 
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PERT ANY AAN PENELITIAN 

Nama responden/informan 
Pekerjaan/instansi 
Jabatan 
Tanggal wawancara 

Badan Koordinasi Penanaman Modal 

I. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

2. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo? 

3. Apajenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

4. Apajenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

5. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

6. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan 
Dressel! Investment Limited (DIL)-USA? 

7. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

8. Apa badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis 
investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

9. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang 
berwenang terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

10. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan 
proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan? 

II. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis 
investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Global indo? 

12. Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan 
PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 

13. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas 
kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Global indo? 

14. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

15. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada 
para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 
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PERT ANY AAN PENELITIAN 

Nama responden/informan 
Pekerj aan/instansi 
Jabatan 
Tanggal wawancara 

Polda Metro Jaya 
Penyidik pada Polda Metro Jaya 

l. Bagaimana peranan Polri dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi 
yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga terkait 
terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

3. Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan 
PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 

4. Bagaimana modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

5. Apa jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

6. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. 
Wahana Bersama Globalindo? 

7. Apakah subtansi hukum yang berlaku sudah cukup memadai untuk menjerat 
pelaku tindak pidana investasi? 

8. Apa jenislbentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas 
kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

9. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama 
Globalindo? 

I 0. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada 
para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 
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PERT ANY AAN PENELITIAN 

Nama responden/informan 
Pekerj aan/lem baga 
Jabatan 
Tanggal wawancara 

PT. Wahana Bersama Globalindo 
Mantan Direksi 

I. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama 
Globalindo? 

2. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Global indo? 

3. Apajenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

4. Apajenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

5. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

6. Bagaimana struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama 
Globalindo? 

7. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan 
Dressell Investment Limited (DIL)-USA? 

8. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana 
Bersama Global indo? 

9. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan 
proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan? 

I 0. Bagaimana modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

11. Apa jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama 
Globalindo? 

12. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. 
Wahana Bersama Globalindo? 

13. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama 
Global indo? 
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PERT ANY AAN PENELITIAN 

Nama responden!informan 

Pekerjaanllembaga 
Jabatan 
Tanggal wawancara 

(mantan investor) 

1. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

2. Mengapa tertarik untuk menginvestasikan modal pada PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

3. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis 
investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Global indo? 

4. Apakah subtansi hukum yang berlaku sudah cukup memadai untuk menjerat 
pelaku tindak pidana investasi? 

5. Apa jenislbentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas 
kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

6. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

7. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada 
para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi
di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



JAWABAN ATAS PERTANYAAN PENELITIAN 

Nama responden I informan : Michael Manurung SP, ME 

lnstansi : Direktorat Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa, Ditjen. 
Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Jasa Distribusi 

T anggal Wawancara : 29 Januari 2010 

Pertanyaan nomor: 

9. Apa badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang 

dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

Jawab: 

Selain Bapepam, lembaga yang berhak untuk mengawasi perdagangan jasa investasi adalah 

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Ditwas BBJ, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, 

Kementerian Perdagangan). Ditwas BBJ melakukan pengawasan dengan berdasarkan pada 

Undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ditwas BBJ hanya 

memiliki wewenang untuk mengawasi perlakuan pelaku usaha kepada konsumen jasa investasi. 

Akan tetapi pengawasan terhadap operasional pelaku usaha merupakan wewenang dari Bapepam. 

10. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang 

terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

Jawab: 

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa terdiri dari 

pengawasan berkala yang apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh pelaku usaha, maka 

pengawasan berkala tersebut dapat diteruskan dengan pengawasan khusus. Pengawasan khusus 

juga dilakukan apabila terdapat pengaduan dari masyarakat atau konsumen. 

Untuk tata cara pemeriksaan di bidang operasional pelaku usaha oleh Bapepam, mekanisme 

pemeriksaan tertuang dalam peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Cara Pemeriksaan 

di Bidang Pasar Modal. 

11 . Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan proses pengawasan 

bisnis investasi yang dijalankan? 

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi
di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Jawab: 

Menurut UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7, kewajiban pelaku 

usaha adalah: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif: 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan 

ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan I atau mencoba barang dan/atau 

jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

f. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggatian apabila barang dan/atau jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Dalam hal perdagangan jasa investasi, pemberian kompensasi atau ganti rugi seperti disebutkan 

pada huruf 'f pasal 7 UU Perlindungan Konsumen diatas hanya berlaku untuk kelalaian pelaku 

usaha dalam melakukan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian konsumen dan tidak 

mencakup kerugian akibat resiko investasi. 

Untuk pengawasan operasional oleh Bapepam, pelaku usaha juga wajib memberikan laporan 

berkala dan insidental kepada Bapepam sesuai dengan UU No. 8 tahun 1995 ten tang pasar Modal. 

12. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang 

dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

Jawab: 

Masyarakat dapat melaporkan indikasi pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen kepada 

Kementerian Perdagangan dengan memberikan bukti yang cukup. 
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13. Apakah substansi hokum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan PT. Wahana 

Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 

Jawab: 

Substansi hukum yang berkaitan dengan pengawasan bisnis investasi cukup banyak seperti UU 

nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal, peraturan - peraturan Bapepam LK, Surat 

Keputusan Ketua Bappeti selain itu ada juga UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam berhubungan dengan konsumen. 

14. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor 

PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai? 

Jawab: 

Substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor sudah 

cukup memadai, akan tetapi factor yang menentukan keberhasilan perlindungan hukum kepada 

investor bukan hanya substansi hukum, factor lainnya adalah penegakan hukum, kehandalan 

pengawas dalam penyidikan/pembuktian kesalahan dan juga kesediaan investor untuk 

memberikan pengaduan dan informasi kepada pengawas juga sangat menentukan keberhasilan 

perlindungan hukum. 

Respond en 

Michael Manurung, SP, ME 
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• BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

JALAN JENDERAL GATOT SUl\ROTO NO-l-l J.'IKARTA 12190, INDONESIA 

TELEPON 6211 525 200!1. 525 2649. 52$4981. fAKSIMIL[ 6211 525 ~945 

SITUS W\'w bkprn g<).ld, !:.·MAIL sysadmi/Vbkpm.go •d BKPM 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

: I) 18.2/A.B/2010 

Penelitian dan pengumpulan data 
PT .Wah ana Bersama Globalindo. 

Jakarta, 2 4 FEB 2010 
Kepada Yth 

Muh Arsal Sahban, S.H., SIK 

Jl. Tanjung Duren Selatan 111128 

Jakarta Barat 

Sehubungan dengan sural dan Ketua Program Pascasa1ana Fakultas Hukum Uni11ersitas 
Gadjah Mada No.384/Jo1/MH/FHNIIV09 tanggal 18 Agustus 2009 perihal sebagaimana terebut 
pada pokok surat yang dilerima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 12 Januari 
2010, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang 
Saudara sampaikan mengingat keterbatasan data yang kami miliki. lnformasi yang tersedia 
sebagai berikut: 

1. PT.Wahana Bersama Globalindo tercatat di BKPM merupakan Perusahaan Penanaman 
Modal Dalam Negeri {PMDN) yang bergerak dibidang usaha perdagangan ekspor dan impor 
serta jasa konsultasi manajemen bisnis berlokasi di Kota Adminstrasi Jakarta Pusat dengan 
Sural persetujuan BKPM No.86/1/PMDN/2005 tanggal 23 Mei 2005. 

2. Nilai investasi perusahaan tersebut untuk bidang usaha perdagangan ekspor dan impor senilai 
Rp.650.000.000 dan untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen bisnis senilai 
Rp.350.000.000 

3. Sampai saat ini perusahaan belum mengajukan permohonan lzin Usaha Perdagangan ke 
BKPM. 

Demikian agar menjadi maklum. 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1. Bapak Setama BKPM; 
2. Bapak Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; 
3. Bapak Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. 
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PERT ANY AAN PENELITIAN 

Nama responden/informan Sulianti Chandra 

Pekerjaan/lembaga 
Jabatan 
Tanggal wawancara 

(mantan investor) 
wiraswasta 
Owner Auto Moda 
sen in, 4 Januari 20 I 0 

1. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

a. Menawarkan produk reksadana Dressel yang berkedudukan di 
Amerika. Cara menawarkannya datang kerumahlkantor menjelaskan 
prospek investasi tersebut. Yang menurut mereka sudah diakui secara 
internasional maupun nasional karena beberapa nama besar seperti 
safir senduk ahli manajemen keuangan sering memberikan statemen di 
media, dan memperlihatkan beberapa media yang menyebut investasi 
Dressel. Kalau kita berminat, data di Transfer ke PT. Wahana dan 
dalam waktu 2 minggu dikirimkan sertiftkat keikutsertaan kita. Alasan 
yang dikemukakan kenapa harus menunggu 2 minggu, karena data 
tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke Amerika dan sertiftkat 
dikirim langsung dari Amerika. 

b. Dana bunga setiap bulannya di Transfer langsung ke rekening nasabah 
dengan denotasi Dollar. 

c. Bunga investasi setiap bulannya sebesar 2%. 

2. Mengapa tertarik untuk menginvestasikan modal pada PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

a. Saya tertarik untuk menginvestasikan Dana di PT. Wahana karena 
memberikan imbal hasil yang besar yaitu 2 % per-bulan atau 24 % 
setahun dalam denotasi Dollar. Sehingga keuntungan selain dari imbal 
hasil , juga dari kenaikan mata uang Dollar. 

3. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis 
investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Global indo? 

a. Kami tidak mengetahui bagaimana peran serta masyarakat. Apalagi 
kami sebagai masyarakat tidak mengetahui aturan apa yang dilanggar 
oleh PT. Wahana saat menjalankan usahanya. 

4. Apakah subtansi hukum yang berlaku sudah cukup memadai untuk menjerat 
pelaku tindak pidana investasi? 
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a. Menurut kami substansi hukum masih sangat kurang jelas. Buktinya 
PT. Wahana bisa berjalan selama kurang lebih 10 tahun di Indonesia 
yaitu mulai tahun 1997 s.d 2006. Bahkan banyak orang-orang 
profesional dengan kepandaian tinggi ikut bergabung di investasi ini 
seperti OC. Kaligis, Bpk Agung Laksono dll. lni sesuai yang pemah 
kami dengar. 

5. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas 
kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo? 

a. Kami tidak melihat adanya bentuk perlindungan hukum ke kami. 
Karena sampai saat ini tidak ada pengembalian dana se sen pun dari 
kurator maupun dari pejabat yang menangani masalah tersebut. 

6. Bagaimana mekanisme pengembaUan modal investor PT. Wahana Bersama 
Global indo? 

a. Kalau prosedur pengembalian modal ke kami sampai saat ini belum 
ada. 

7. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada 
para investor PT. Wahana Bersama Global indo sudah cukup memadai? 

a. Menurut kami masih sangat kurang memadai. Nyatanya sampai saat 
ini tidak ada kejelasan mengenai dana kami. 

- - - - -- - - -- - - --- -----
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Certi~cate No. 2050403 Accmutl No. GEM30141 

Investment Certificate 
- v ~ ,.,. ,.,.4 

Il1corporate~ un~er tbe Companies Oroinance of British Virgin rslanos 

Tbi~ is Lo certif~ tbat of 

bas it1Veslei) U.S.$ 
.... 1 o,ooo.oo•••• 

(u[(~ tJtti~ i11 o~tr GLOBAL MARI<ETS PORTFOLIO. 

As witi;Me..\$ whereof, tbe sai~ cortmatiol1 bas cawse~ this I11ve..~Lme11t Certificate to be sifJ11W b:9 tbe ~wl~ awtborize~ 

officer tmil iL~ corporate seal to (,e herewith affixeo Otl UJe 
1st 

Director 

ila~ of 
April 05 

I 2.0 
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SE/'130359 

* DRESSEL INVESTMENT LIMITED 

AGREEMENT 

STRATEGIC PORTFOLIO MANAGEMENT SCHEME 
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PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT 
FOR STRATEGIC PORTFOLIO MANAGEMENT SCHEME 

THIS PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT Is made between 

Name ~ationality 

Address 

hercinafrcr c.Uicd "the Investor" AND DRESSEL INVESTMENT UMJTED of Akara Building, 24 De 
Castro StreN, W1ckhoms Cay I, Rood Town. British Virgin Islands, hereinafter nlled "the Portfolio Manogcr" 
and is supplemental to the Information Brochure a copy of which has ~en provided co the Investor. 

It is hereby agreed as follows : 

l . The Investor hereby appointS the Portfolio Manager as Portfolio Manager and Fiduciary Agent with 
the ful l power nc~cssny tn act in accordance with the terms and conditions of this Potcfolio 

Management Agreement for Strategic Portfolio Managemenc Scheme ("chis Agteemenr") and to 

utilize the lnvcscor's funds fur the purchase and sale ot anr global investment market instruments as 
ond when the Porrfolio Managerand!or irs oppoinree{s) judges tit. 

The Portfolio Man~gtr is hereby authorized tO : 

a. act as porrfolio manaJ~er and fiduwtry agent for the funds of rhe Investor. 

b. make all ~ppropriace arrangements including but not limited co the pooling ot the Investor's 
funds rogerher with rhe funds of ocher investors tor trading rhe Investor's funds in the market as 
per paragraph I 

c. employ delegate manoge,..;, adv1sors. agents or an)· ocher petSOns for rhe purpose of makmg 
inveun1enn. 

d . buy and sell investment instruments in t he markers as per paragr.oph I. 

\ The lnvl!$tOr agrees to leave the funds with rhl' Portfolio ~hnager for a minimum period of six (6) 
monrhs. Thereafter the Investor may ar any time on giving the Portfolio Manager seven (7) days 

notice in writing inscrucr the Portfo lio Manoger to rransfer to the Jn,·esror all or any parr of rhe 
ln,·esror's funds. 

4. The Investor may withuraw all or part of his arcount at any rime by giving rhe Pore folio Manager 
seven (7)days nocic-e in wriring sub ject co the following deductions : 

a . if wichdr.owol cakes place at any rime up ro the end of the third month ell yield payments made up 
co che rime plus 2% of che investment amount. 

b . if wirhdr.twal rakes place at any time up co the end of che fourth month rhree-quarcers (3/41 of all 
yield payments plus I% of the investment amount. 

c. if withdrawal cakes place at any nme up co che end of the fifth mooch one-half(l /2) of all y•eld 
payments plus J% ofche im·estmcnr amounr. 

d . if "'ithdrawal rakes place ar an)' rime up to rhc end oi rhe stxch monch one-rhird ( l/3) of aU yield 
payments. 
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5. The Investor shall pay an Account O{X'ning Pee of 2% on the amount of his initial investment. The 
Investor may increase his investment-at any rime. Any such increase will also be subject ro r.he 2% 
Accounr Opening Fee. 

6. The Portfolio Manager may at any rime on giving the Investor thirty (30) days written notice 
terminate this Agreement and transfer the co tal nee value of the Investor's account tO the Investor. 

7. On any payment or transfer by the Portfolio Manager co the Investor. rhe Portfolio Manager shall be 
en tided co deduct first aU outstanding fees and expenses due ro the Portfolio Manager. 

8 . The Investor hereby declares that he/she is nor a United Stares {X'rson. 

9. In case of death of rhe Investor, this Agreement can be terminated at an agreed dare if notice is given 
by his legitimate heirs. If there are several, the Portfolio Manager is legally entitled ro send all 
correspondences to only one of them ar its discretio~. 

I 0. As remuneration for irs services rhe Portfolio Manager shall receive a performance incentive as 
s{X'Cified in the Informat ion Brochure. 

I I. T he Investor agrees to indemnify rbe Porrfolio Manager and hold the Portfolio Manager harmless in 
respect of any act deed or omission of it or its appointee in rei arion to the operation of the Investor's 
funds maintained with the Portfolio Manager. 

1 2. This Agreement shall be subject to the laws of the British Virgin Islands.· 

IN W ITNESS whereof the parries hereto have caused chis Agreement ro be executed on the 30TH 
day of NOVEMBER , 2004 . 

DRESSEL INVESTMENT LIMITED INVESTOR 

Authorized Signarure(s) Signarure(s) 
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GEM30141 

* DRESSEL INVESTMENT LIMITED 

AGREEMENT 

GLOBAL MARKETS PORTFOLIO 

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi
di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT 
FOR GLOBAL MARKETS PORTFOLIO 

TH1S PORTFOUO MA>JAGEMENT AGREEMENT is made betu--eeo : 

Name _____________________________________ Naoon~cy ________________ ___ 

Address 

hereinafter called "the Investor" AND DRESSEL INVESTMENT UllllTED of Akara Building, 24 De 

Castro Srreet, \Vickhams Cay l, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereinafter called "the Portfolio 
Manager" . 

It is hereby agreed as follows : 

!. The Investor hereby appoinrs the Portfolio Manager :I.S Porrfolio Manager and Fiduciary Agent with 

the full power necessarr ro act in accordance with the terms and conditions of thu Porrfolio 

Management Agreemem for Global Markets Portfolio ("this Agreement") and to utilize the lnvcn or's 

funds for the purchase and sale of any global investment market instruments as o.nd when the 

Porrfo!Jo Manager and/ or irs appointee(s) judges fit. 

2 The Portfolio Manager 1s herebr authorized ro : 
a. act 2S portfolio manager and fiduciary agent for the funds of the I nvesror. 
b. make all appropriate arrangements including bur not limited to the pooling of the l nvesror's 

funds together with the funds of other investors for trading the Investor's funds in the market o.s 

per paragraph I. 

c. emplor. delegate managers, advisors, agents or any other persons for the purpose of making 

investmentS. 

d. buy o.nd sell investment insmunents in the mukets as per po.ragraph 1. 

3. T he Jn,,estor agrees to leave the funds with the Portfolio Manager fo r a minimum period of six (6) 

months. Thereafter the Investor may at any time on giving the Portfolio Manager seven (7) da)·s 

nouce in wriung insuuct the Portfolio Manager to trllnsfer to the Investor all or any part of the 

rm·esror's funds 

4. The Investor may withdraw ..U or part of his account at any time by giving the Porrfolio Manager 

seven [T) days notice in writing subject to the following deductions : 

a. if withdrawal takes place at anr time up ro the end of the third month from the initial 

invesunent, 2% of the mvesunem o.rnoum. 
b. if withdrau'll tllkes place at any time up to the end of the sixth month from the initial 

mvesanent, So/o of the investment amount. 

5. The Investor shaU pay an Account Opening Fee of 2o/o on the amount of his initial invesrmenL The 

lnvesror rna)' increase his mvesunenr at any time. Any such increo.se wiU also be subject tO the 2"/o 
Account Opening Fcc. 
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6. The Po rtfolio Manager may at any time on giving the Investor thirty (30) days written notice 

terminate this Agreement md cramfer the tOtal net value of the InvestOr's account tO the lnvestOL 

7. On any payment or transfer by the Portfolio l\tanager to the InvestoL, the Portfolio Mllnager slull be 
entided to deduct first all outstanding fees and expenses due to the Portfolio MarugeL 

8. The Investor hereby declares that he/ she is not a United Smtes Person. 

9. In case of death of the Investor, this Agreement can be terminated u an agreed date if notice is given 
by his legitimate heirs. If there are several, the Portfolio Manager is legally entitled to send all 

correspondences to only one of them at its discretion. 

10. As remuneration for its services the Portfolio Manager shall receive a performance incentive as 

specified in the Information Brochure. 

11. The Investor agrees to indemnify the Portfolio Manager and hold the Portfolio Manager harmless in 
respect of any act deed or omission of it or its appointee in relation to the operation of the Investor's 

fuolis maintained with the Portfolio 1\{anager. 

12. This Agreement shall be subject to the laws of the British Vllgin Islands. 

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed on the 3 OTa___ 
day of NOVEMBER ,.2..Q.Q.4_. 

DRESSEL INVESTMENT LIMITED INVESTOR 

~-
Authorized Signature(s) Signarure(s) 
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DRESSEL INVESTMENT LIMITED 

TO: DRESSEL INVESTMENT LIMITED 
(United States Representative Office) 
Sun River Professional Plaza 
720 South R1ver Road, Suite A-210 
St. George, Utah 84790 
U.S.A 

TELP. (435) ~88·7880 
FAX. (435) 688·7881 
2nd FAX. (435) 688·7889 

For oftlca use only' : 
Certdlcate No.-------

Withdrawal Request Form 

Re : Account Name : _ 

Account No: -----~-- Certificate No. (if any):----------

Withdrawal 

1/We request to withdraw USD-------ofmy/our investment in the. Global Markets Portfolio 

Oil--------- and please settle the proceeds. 

0 By cheque in the amoum of ______ payable to ---:------~---

0 

D 

and send to 

Credit the proceeds in USD ro 

Bank Name Address: 

Account Nnmc Account No. : 

By telegraphic transfer in USD to 

Bank Name Address : 

Account Name Account No: : 

Message (if any) --------------------------­
(Please deduct any telex charge from the proceeds) 

Signaturc(s) of Investors : Date : 

1)---------------

2) -------------------------------

3}----------------

NOTES : 
J. A II registered investors must sign. 
2. Original of this form together with :t renounced certitknte (if any) should bc,retumed to the Manager. 
3. i\11 proceeds will only be paid as per registered investor(s) instructions. 
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GLOBAL MUTUAL FUNDS 

Ill> Me Fllld )ang ding nka1 
• Menanoataogaru lotmwr ap1 kasi & bagi has 1 
Ill> Me~ lolocopy KTP I Paspor 
lll>lnv~ mendapatkan . 

•• Sett li'~t pembelian [U111t Penyertaan) 

SPORTMANS & GMP 
• MenaOOatangani 1 buah fam;~r ap 
Ill> Menandatangaru 2 (dua) bua'l pct)alljlan 
Ill> Menyerahkan foiOCOpy KTP I Paspor 
Ill> Investor meodapa:ltan 

Ill> Ill> 1 (satu) bua~ sert hkat 
Ill> Ill> 1 (satu) buall peiJ80llan 
Ill> Ill> 1 (satu) buali formwr penankan 

·I•/ 
I tit //11 ?trnl!J<J f/u!J 

V /l!;rlil !:l!l:n 
lJJ1FJJ!JlltJJJ?' 

The Comp antes that we represent 

Dressel 
lm t\lmcnt l.irnlll-d 

Mana~o:er: 
\lmlllwtdan~ 24 lk C >lt\1 Street 

Yttd.harm ( l , lhladTt•~>ll.lunnl~ 
111111 1 1 ,J 

Rrpmtntall~l' Office : 
U.'i Office 

hankHD T,·mplrton ( ;roup 

We'll give 

You the best 

alternative 

to Invest 

Your Money 
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K.nl ~ ... fiO'II perfailt:.j pro4i.pt01U ~~~-din 
2 per.uflia!l Mslai ..,_...yO!. 

• Fnrdl· ~ O!o.., 

•Drniii~IJIIIIItcl 

Kt~prr- Jll'tlaT.lJ31~~0~ 
IIi&!' ~ 0 lli:w9 )al'lg llll1IUie giOIIII yang 
~Uq:lillll'lni'Jii-..lleSeW~-
u.. IIIIa lllt.Al. ... ollll IIIII Flll'4 Lllnagel 11"0 berpengliulan 

~BE~ClOI!ALHlOUII:IIfQU\)IqiiCI'II~CIII...., 
At<...-adllr:re:MIIIIiii-.,.SIIIn 

U.UF.rdacflel<!aDnj .... ~~l*'fii'91W9 
01111 Mnge! "-lasr (ftlld lolwge) dl!llm twU ..,.. sal& 'II.~ 
lllu ~ pasal 11«11 jan lllllf Ulllg MCIIIItnMGfJIIIO 
Ill IN-" pulllojiUUiliMIIIili MIL 

F.nlMirllglr~~ iMI:D dlngiriiiiii!COYI"'betag:wn 
-~~--CIIIlnwellllllriNA~(NIIIAMI Ya/llll 
....... ltU~~pecU!'Wwl~)q~ 

MUWII F llldl (Rtha OW) midi jlnlt llln llattn be1'111A1111n k$111l 

~ 111*1i AeUI On ORngal' ~ liCI!>(GiowlhFIIIIdl) 
Alicia Dn c1ttoi1W1 ~ ..,t (A~Grolrtlt Funds) Reo.ta 
On pMIIpllln (fqwly ._ F'UIIdt) Rei<• On (Jllglli (Botld Flltdlj 
dlwllii>l~A 

• ~ iiMIIIIi kl tiUIII Ck.rlll 
• ~rtlaldlfW-...oCIII>gltiNAY 
·~)11911*1J1111l 
• D<lllallote!IFU'I!S,....~ 
• lnlolnilso -liii!JuQ 
• ~ -.n ~CianSw'li:Nng 
"'llll*-*., .. 

PlEASE JOIN us 

-~ --.r,w- ...,. 

•U...:: '• -"' I . 

Uanlji.'NIIIIMtlall .-n ~ per~IOIUII--'1111\g IIIU dlj1.e lUI 
~~~ Karuilrlin<Miuyq!NIIiWn~ 
pono!oiiO tcJVtSfUI dife/M IJ,no ,..~ "'" port/oliO U'149f' 

ln...-blli'olltlllicnllftlll4l\ll I'IIMU!d*ll ~ 
I!W'8$1Ui cNeWt ~ 11\aU ri hcidef G¥1ILIIIU lilllllcl 
Pan~~trlf'lp tll*i Fll1d ~·Aall ~ mu 
~~. 

Dr•• tnmunent Ucnottd ultfl talU Ollaho<t PI\Yill 
~ ~ Cl\lnii)OniOri Glollll .... Pot!lollo 
(OIIP) dan Slflltg~ Pottfo/to llllllffC!Itn/ Sclltmf 
(SPORTIIANS) dalifll ktw11>1ng1nny1 1Mn111t1111 di" 
~St'lllglr-

~ IIW'tiGI ~ modlldlllMurUiglri-l.ansl.ln, ~ 
l'orDolo.......,~_....,_,....~~,.. 

.-.....:~~lill.ialalt'flt'DtorQIIMCIIIIellsilelaowablkil 
~ droglll riUo din ~ yqlldlk 111!111 llcmudlln lnt<llgtl 

poRlloio HC81111!\a mtn11\111!1811C1f\ -llna!lt llldlpll ~ 
~ ......... din fiiiiiWlllgt Mi;f\ilponololo yq ~ 
IIIII -'!In ltlllp keltbN~ ~ tlti ~ ~ da!lt 
Cldlnglrl Glllgl<1llflln~g~t dlpal ftiii~Nn ~ Yl"ll 
dlben\ln ktpldi-IUIIIotdllp.-dl ~ k~1 

·~yqlll!il .. ~._...,-...us0o11r 
... Ill!* tllri kapen .. 
• DNioll Ollh ....... l!l'ltiM 1'11111 belptlngllllmln 

WI'OIIJS 
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- - .......,........... - - - · - - - ___ .. . _ .... · - ---~-·-·-~--..... _ ... ___ ... __ ...__.-~~·c..........:• · '"•l.~ 

• rn;t<>!OI<rt"r.otoxv-:vi<11¢PHlnYrn7~~~\:Jl;:.}r.:;~x.::c;n:.nt:.JnH'ff.t':"!rrmvrorc;")'VJ1:11.<Yr-:Yrm0"1:an·v-x~q:JI1CYl' .. 

. . 
TERRlTC'-RY OF THE llRlTISH VIRGIN ISLANDS 

THE INT~RNATIONAL nUSINE8S C0~-1PANIES ACT 
. . (CAP. ?.91) . 

CEF.T.IB'ICATE OF INCORPOIV\TlON (Sections 14 ond 15) 

. . . 
Th~ ~egist:-:~.r of Companies of th.e Bri~ish V:rgir. lslnnds HE~T!I3Y CEHTIFIES p·.Jrsunnt to t:le Ir.ternntlonal Business 

. - . . . 
Co:::lpanle.s A-:'t, C:-.p. 291that all the requirement~ or the Act in re:;p!r.: ~f incorp-,l :\lion h:wing been s:o.t i:;fi~~. 

is bcorpor2.~ed in th_e British Virgin Ista_nds M a_n 1nlernati?nnl Bu.siness ~ompnny 

19 94 

Uivcn under my h:\nd C\nd seal at 

Rof\d Town, Tortol:l in the Tcmtory of the 

British Virgin !::lands . 
. / 

. ~1:::~·:· .. ~:::~£.::r 
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CERTIFIED :fRUE COPY 
ARr.1UR W. C. MO & CQ. 
CERllAED PUBUP ACCOUNTANTS 

•·· HONG KOUG 
BR.tTISf! VIRGIN ISLANpS 

tHE INTERNATfONAL BUSINESS CQMPANfES ORDINANCE 
(NO. 8 0F 1984) 

MEMORAND~M OF ASSOCIATION 
AND.· . . 

ARTIC~Es OF ASSOCIATION 
OF 

DRESSEL INVESTMEN.T·LUvfiTED 

rsc No: . ~~5'(9. 

lnco(l56t~tcd the 4th : d~y or 
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BRITISH,VIRC~ lSL.ANDS 

THE INTERJ'(i\TIOI'ML BUSINESS COMPA.w.ES OitDINi\N'CE 
(N' 8 o( 19841 ' 

MEMORi\NDUM: OF" ASSOC!ATION' . . .· 
O'F • 

bRESSF.:f, mYEsTMENT LrMmD 
('the Compa11y") 

The: N:~me orthc: Comp:~ny Is Drcs:;cllnvcstmcnt Limited 

Tile R:gtstcrc:d Office of the Comp:~ny !s': Skclto:1 Bldg. Main S(.rc.:~. P 0 B~x: ~ 136. Rozd 
Town, Tortol:~, Br1llsh Vll'gln Islands or such other place within the E.r!ttsh Vlq~!Jlls lands 
:IS the '(:!!rectors m:~y from lime to Ume detcrmtnc. · 

The Registered .Jl.i:cnt of Ute Company Is Mossack· Fonseca.&.Co. (B.V:l:l ~d .. Skc:lton 
at~ e .. M:~.ln, Street. P. 0: Dox 3136 ... ~:~.~ .T.o~:J~rt?l~. ,Untlsh Vl;gm Jsl~nds or sue It 
oth'er pc.r~on·. or co~p.:~ny. bcl~g . a l?<;fSOt; {o~. ~~pa~,r cnUUed to :tel :IS a Ri:Cistercd 
.-.gent :~s the directors may (rom tlm~ ~~. llme dc:lumtric:· 

The obJects for which the: Con1pany'1s ist;~bllshc4 :~ rc:: 

(~ To e:~rrr. on {he bustn~s of :m .. !r:t-:e~.t.l!l_$~t ~ompany ~~ (<:r~t.l}.~l.J!u~rp~s.~ ,to_ ~':Qu i re: 
(by ortgl.nal s~obscrtpUon. contracl tender, puc'~"f):I.S~ or ~h:;mg~ undcrwrttlngl and to 
hold, ln the n:~me . or the Company or of. .any !'?.~':<:· .sh~r.c.~~ks. d~bcntures. 
debenture stocks. bonds. notcs,.obl!gallons or securities, and to subscr1bc for lhc same 
subJect' to such terms :~'nd c~nd1Uorys·c~3'iiyl 'i'i m:iy'tic:tJlO:uehl nt:! '. 

(t>J To exercise :~nd c'nforce :tll ndhts il'rid. power.> t"on!trrcd"~y. v t l ncl~lc~t to the·· 
ownership of :lOY· such share stock ob!l,atlon5' 'or other' sec~.r1t!Cf lnrJudlng without 
preJudice to the genc.r::llty c~ the forcgotn' all such powers or ,veto 'of.' control as 
mny be conferred l)y vl~ue of the hold~g by the Compa.ny o.r. s~me. ~pec:Jal proportlou 
or lhe U$Ued .or nom! nat :~mount thereof: :~nd to. provide manag~n.al ;u1d other 
c.-:ecuUve supcrvlsory and consu!t:mcr. .. se:.vlccs ~or or In relation_ to any. con1p:~ ny 
In whtch lne Company Is Interested upon SIJCh t~imS:Gs may be thought Ot. : 

(c) To buy: ~wn. · hold, ~utidlvld: .. lease, ,sell,. rent. p;~~~~~ • butld~g ;~~~/ c~;~tru~t . 
reconstruct. alter. lmpro~e. d.c:cor:ate. (umJsh •. ope }ate; :l}'latntalii"rectatin or'otlicrw!sc 
deal with a.nd/or develop lznd . and ' buildings "'and Othe-~i.st dul-:l,li.'i~l. estate 
t.n ~I Its bra.nches, to make ;,.dvancrcs. !Jpon the security or I arid of house$ or. ot'hc_r 
property or any Interest therein: and wlii:thc.r erected or In cours"e'or'c~ecUo~ and 
whether on nrst· mortgage or ~h~rge or subject to .a prior morteage or ~orttages or 
charge or charges. and to develop land and bu~dtngs as may seem expedient but 
without preJudice, to the generaUty of theforegolng. . . . 

(dl 

(eJ 
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PEM.ERINTAH PROPINS I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

KOTAMADYA JAKARTA ... :?,!!:?~~ ................................ ....... : .... . 
KECAMATAN .... .. ........ 'f:~!~!~ ... ~.T.!.t\~!~ ..................................... . 
KELURAHAN ............. ~~.T.J?.~~X~~-!'f ... rg_UTI .. ........................... . 
Jala.n ..... .. ~.~::.j.~.P."!~ ~:~ .. J .. ~~~ .~?-.9 .. -~ .... ~.0:.\!: r.~·n.J-.0.~0. ..... . 

Nomor · .. 

Yang bertanda tangan di bawah int Lu ral1 
Kecamatan .... ~@~h .. !\~®'L .. 

PERUSAHAAN 

H.c:Jnr~.t.IP..S:~. !.UJ~~ .. 
.. . mcncrangkan bahwa 

Nama KRr.J·:o r..nnr...m~o :·:or.:r~~-·~rro . . ..... ~ . . . . : . . . . .. . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
Tempat I Tanggal Lahir .J.o.k::trtn. , .. '5 .. 0lci:011cr .. E V3.0 .. 
Jenis Kelarnin Laki-laki I:Pcxt<row~o 

No.2 7 4 797 

Agama I Kewarganegaraan .11\.\d.hn. .... I I mlonflUi ::t . . .... . .... ........... . 
KTP I T~da Lapor Diri Nomor . ~?.~ .5.<?.06• \>?0~5~. 0?.~0. . . ... . . . . . . ... . . . . .. ............. . 
Benar pada saat ini membu.ka I mempunyai usaha scbata1mana tascbut di bawah ini : 
Nama Peru~ : ry~ .. '.~~-iJt~l~ .. :n.':~~~ .. ~~?.l_>.~-~-Ji __ ~C'l 
Jenis Usaha I Klasifikasi . P.<m;l.Cl.'~::l-'J.r:::~.n .. .Vm.~ . .rh n .. J (1..7.1?-.... . ... .. ... .............. ... .. ... . . 
AJamat Perusahaan 'lcdun n: ilTU II r.t . 18 Gni te . 1110.'5 Kol . nendungan 

Status B:uigunan 
Peruntukan Bangunan 
No. & Tgl. IPB. 
Akta Pendirian Perusahaan 

Jumlah Karyawan 
Penanggung jawab I Pin'lpinan 
Pcrusahaan 

············ ·· ·· ·· ···· ... .. ... ....... ..... ............. ....... ... .. .. .......... ... . 
. HD . .i.:r. •.. . I~.o.<r .. .. :r.nn:J.h .. :\h.:u;.r;, .-:-.. ~T_.'")J;::,;-::-t r\ . _r\1;;.\\.~ ~ .... .. . 
Milik S~ndiri I Scwa I Kontrak 
Peru mahan I P.:rkantoran /Ruko 

Notaris :r. \:;n\· r·~!J J\!.IJ! ~jH 
.. ... . .. .. . .... I ..... . 

Nomor · .- . ')0 .:-: ..... Tgf .. l!f . (iJ: t obcr l'l'V} 
1.0 . .(~:rpn11_1h)_ o::-.:nr.: ..... 

K·1Ifii"O 1\':li'"·\ P I'O ',l"'lrj,,.\ 1li0 . . 

Demikian Sural Ket.erangan Doltlisili Pcl""\lsahaan ini dibl'.!lr untuk dipcrgunakan scbagaim:ma mcstinya dan 
bcrlaku sampai dengan tanggal .. Y~ .. c._c;n_tc;~:~cr 200::;~ 

Tan~I;y. 
rm:o i\13 ..,QEKA~TO Rf. .... .. .. .......................... .... ) 

...... ...... 
·111- :>eptc::J)1~P . ?00!~ 

... ) 

TIDAl< DIPUNGUT BA YARAN 

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi
di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



.-\sli No. Q90 500'i0&4P 

PEMERINTAII Di\T:Ri\1 I K l-IUSliS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PERINDUSTRIAN DA N PERDAGANGAN 

I'ROPINSI DK! .IAKARTA 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 
PERSEROAN TERBATAS 

.. ..... \,_., , 1 • .._ ... , t" ·_v v : 

,..., .... - · 
BEROA$ARKAN UNDANG:UtlDANG NOMOR J TAHUN J9S~ TENTANG W.AJJB·OAFlAR PERUSAH.\AN 

DAN UNOAt-iG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN l ERBATAS 

NOMOI< TDI' 
09.05.1. 7 4.35853 

£lE!II.AKU S/0 TANGGAL 

. J 21 SEP 2009 
~--------------------~~~~~-~- ~- ~- ----------~ 

r--------. .. -.~ ... -.--~------~~~~ -~----------------------~ 
~G~~D.~ l'f:NDAl'TAitMI 

115.+8H 09 ~5-'; ~ . . ~~ ~= "' TANGGAL : 

~-------------------------------------.~-~--~- . ~~--------------------------------~ 
~,,_.fJT :.;::: 7Uf~O:"'G ..,;_ 

STATUS 

~l;r.tATAN USMIA rQ~OK 

~LUI n lo:iQ 

i'ENCit;!'>,\IIAN MENTf.RI KJ:IIAKIMA N 0 :\llof 11 -\M 

NOMOit . •:2-2~8 H, ·:1.01 TH.Q3 

~---------------------------------
1'1 ~~ I ~ HI \~ ·\AN 1.!\PUIV\ N PI· IH llt/\ 11:\N AN( it 11\U AN l lt\S!\1~ 

'I(')M()Jt 

h: I-:T r·:n ,,:\G,\K : 
· t\ '11 ; \'"' Ill! h~nan-.:~ut:.u 
· l ..t•mh:u· I : .c;y:. r :u JlenJ:UIIIIIIII :w T UN HI 
- 1,\'lllh :t r- 2 : h: PP ~ti ('III(I O"I 

T.~NGGAL : 

TANGGAL : 

c~:::::: CICI ~~URH.4ril. :.,' :.~ 

?EMEJ!l,'-- 1\•li• 
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DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

KE PUTUSAN MENTER! KEHAKIMAN REPUBLIK INDON ESIA 
os NOMOR : C2- 238 . 1fl'.Ol . Ol .Til'98 · 

Membaca 

Menimbang 

Menginga t 

Menetapkan : 

PERTAMA 

KEDUA 

MENTER! KEHAKIMAN REPUBUI< IN DONESIA 

Surat pei'!IIOhona."\ terle.nggal 23 Oktober 1997 Nomors665/1997 
dari H, Yuna.rdi SB ?sngganti dart Nota.ris Haji A.smawe1 AJDin 
SH yang kaQi terima tangga1 31 Oktober l997 s 

Bahwa berdasarkan pernyataa n Notaris, Akta Pendirian Perseroan 
yung disumpalkan te13h memenuhi syarat-syarat t.ldn ketentuan yang 
ditetapkan dalam pcraturan perundang-unciang;,n yang berlaku 
sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas 
Akta Pendlrian Perseroan yang dlm11ksud. 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perscroiln Terbatas 
(Lembaran Negara Tahun 1995 !'iomor 13, Tambahon Lcmbaran 
Negara Nomo: 3587): 

2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.O 1 · 
PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohor.an 
dan Pengesahan Akta Pendlrian Perseroun Terbatos; 

MEMUTUSKAN: 

Memberikan pengesnh;,n Akta Pendirian Perseroan Terbatas : 

PT, liARANA. B£RS.AW •. OLOBALINDO. · 
NPWP.l.824~077.o-022 / 

berked\.lduks.n eli Jakarta. aeauai 1-efl88on Data. Aleta Pernirian 
Perseroan te.nua.l 23 Oktober 1997 yana elibuat oleh Haji Yu 
na..."'ii SH Pengga.n ti d.ari Nota.ris Ra.ji A.smawel Aali."l SH berks 
dudukan eli Jakarta .-

Keputusan Menteri Kehakiman inl mulai berlaku sej ak tangg3l 
ditetapkan . 

.,;.,.~-.~r---... Ditetapkan di Jakarta 
pada tangg.~l s 19 Januari 1998 
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., .......... ~ · -.- .. 

~~ 

' " "• \ H. ASMAWEL AMIN SH 
NOTARIS DAN P.P.A.T. 

DKI • Jakarta 
SK MENKEH At TGL, 9·12·1986 NO: M·136·HT.03.05·TH 1986 

SK MENDAGRI TGL, 15·6·1987 NO , 82/DJA/1987 
Jl, Lapangan Roos Aaya No. 2 Tebst, Jakarta Sslatan 

Telp. 8314485 · 8314486·3303222 
F:lX. 8303222 

PATA AKT A PEHDIRIAH PERSEROAH 
( f'a nl 8 ayat ( I > din Paul 12 UU No. 1/1'195 

I. H<Uti Prr~ero<~n F'T. IJAHAHA BERSAMA GLO~ALIHDO . 

2. Tempat Kedudukan Prrs eroan Jakarta. 

3. NPIIP Peruroan 
a. N0110r 1. 82q. 077. 0-022. 
b. Kantor Ptlayonan Pajak 

Van~ Men~eluarkan KPP Jakarta, Tinah Aban ~ . 

4. a. Status Per\eroan Ttrtutup . 
b. Jrn is Perseroan Han hsil1tas. 

5. Akta Pend1r1an : 

£. 

7. 

B. 

~. 

Tan~gal dan No~or akta 27 Jul1 1997 Homor 149 . 
Ha~a dan Te11pat Kedudukan Notaris : H. ASMAUEL AM!H, SH, Notaris di Jakarta . 

Para Ptndiri Perse r oan 
6.1 Nama Lenglt.ap 

Status pekerjaan 
Tempat dan Tanggal I ato 1 r 
Aluat Jela.s 

Ke~o~arganegua;~n 

1..2 Han LenokaF 
Status pekerjaan 
Te~pat dan Tanggal hhir 
Al aut jelas 

Ke11arganeg araan 

£.3 Hua ltn~kap 
Status pekerj&an 
Ttmpat dan tanggal hhir 
Alant j~r lu 

Ktwarganeg ara&n 

Peneroan didirik•n 

Malisud dan tujuan . Perse~oan 

Ktg iahn usatoa F'er-.eroan 

Tn. KR ISHO AB IVAHTO SOEKARHO. 
S~o~asta. 

Jak arta, 5 Aoustus 1959. 
1 Jakarta Pusat, Jalan Lombok Homer lA, 

Rukun Tetang~a 003, Rukun Uarga 005 , 
Kelurahan Gondang dl a, K eca~atan Menteng. 
lndonuh. .-

Tn , !WAH UAHVUDIH SUHERMAH. 
S11ash. 
Sukabu•i, 13 OP.se•b~r 1~£2. 
Jakarta Selatan, Jalan Putri Ho•or 10, 
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 00£ , 
Kelurahan Pasar Manggis, Kecaoatan Set1abud1. 
Indonesia. -

Tn. SETIO UIRATHO. 
S~o~asta. 
30 April 1'370. 
Bek a~ i , Pondok Ti~ur Mas 84/lq , 
Rukun Tetan~ga 01, Rukun Warga 12 , 
Kelurahan Jakasetia , Kecacatan Bekasi Selatan. 
Indonesia. 

Dengan jangk a 11aktu yang tidak terb;tas. 

1 - Bergerak dalam bidang perdaqangan u11um , pembang unan, 
penoangkutan, perindustrian, p¥rcetakan dan jasa . 

a.-Melakukan usaha dala~ bidang perdagangan umum, 
ter~asuk jug a perdagangan l nterin~ul ai r 1 import 
dan ek~port baik untuk perhitungan sendiri - --­
maupun atas tangoungan pihak lain secara komis1 
$erta usaha-usaha sebagai leverancier , grass ier 
distributor , supiayer dan per~o~akilan /keagenan -
darl badan-badan usaha lainnya ; --------------

b. - Melak ukan usaha dalan bldang kontraktor , ----­
developer, perencan&an, prlaksanaan, pemborong ­
banounan-bangunan, Jee~batan-jelllbatan, jalan --­
J i lan, irigHi, t ~ leko111unHasi , ~~ ~ani k a l . --- -
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H. ASMAWEL AMIN SH 
NOTAAIS DAN P.P.A.T. 

DKI- Jakarta 
SK MENKEH AI TGL, 9·12·1986 NO ; M-136-HT.OJ.OS-TH 1986 

SK MENDAGAI TGL, 15·6-1987 NO : 82/0JA/1987 
Jl. Lapangan Roos Raya No. 2 Tebel, Jakarta Selalan 

Telp. 8314485 - 8314486·8303222 
Fox. 8303222 

~l~ktrlk~l dan inst~lasi listrlk ; --------- --­
c. -Melakukan usaha dala~ bid~ng pengangkutan di -

da r at, balk untut ~engangkut orang eaupun -----
barang ; --------------------------------------

d.-Melakukan usaha dalaa bidang per1ndu5tri an - -­
yang berhubungan dengan hasil -hasil per ikanan, ­
peternak~n , pertanian d~n perkebunan ; -------­

e . - Melakukan usaha dalam bidang percetakan, ----­
penerbitan dan penJilidan ; ------------------­

f.-Melakukan usaha dalae b idang jasa, kecuali --­
Jasa huku~ dan pajak . 

lv.a. Modal Dasar Per5eroan sebesar Rp . 2SO.OOO. OOO,- Cdua ratus li ea puluh Juta 
rupiah). 

b. Modal yang telah di t eapatkan 
'iebesar Rp.125.000.000, - Cseratus dua pu luh l ima 

Juh rupiah) . 
c. Modal y~ng telah d1setor sebesar Rp . &2.500 . 0~0, - Cen aa puluh dua juta liaa­

ratus ribu rupiah). 

ILSahu 
a . Jumhh saha11 
d. N1la! Noe1nal set1ap saha~ 

Nama Peeegang Saham 

2. 500 tdua ribu liaa ratus) saha• ; 
Rp.IOO.OOO, - (seratus ribu ruplah) . 

Ju•lah sahae Hila ! 
: yang diambil : No•inal 
I bag ian I Sa hall 

J u111l ah yang 
disetor 

1. Tn . KRISNO ABIVANTO SOEKARNO. I 
: 2. Tn. !WAN ~AHVUDIH SUHERMAH. 

125 
625 
500 

I Rp. 100.000,-1 Rp . 6 . 2~0.000,- 1 

1 Rp . 10o.ooo, -1 Rp.Jt . 2so.ooo,- : 
1 Rp. 1oo.ooo,-1 Rp .2s .ooo.ooo,- : : 3 . Tn. SE TIO WIRATHO. 

13. Peeanggi1an Rapat Ueum Peeegang Sahaa ( RUPS ) 
- Jangka waktu peaanggil an 

RUPS pal1ng laabal 14 ( e~pat belas ) har1 sebelum 
tanggal rapat. 

1q . Cara Pe11anggilan RUPS 

15. Tecnpat RUPS 

Surat tercatat. 

Ditempat tedudukan perseroan atau ditempat 
perseroan aela~ukan tegiatan usaha. 

1~. Korua ~apat dan Persyaratan sahnya Keputusan : 

RUPS 
RUPS I 

RUPS 2 

Ko~u111 

leb th dan It:! 

•ed1l<1 tnya 1/3 

Keputusan 

d1aab1l denga" ausyawarah -
untuk •ufakat, bila dengan­
ausyawa~ah unluk ~ufatat -­
t!dak tercapal aaka ------­
keputusan diamb1l dengan -­
•uara te r banyak dari jumlah 
suara yang d!keluarkan ---­
de"gdn sah dalam ~apat. 

d1amb1 l dengan musyawarah 
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b. 

c. 

H. ASMAWEL AMIN SH 
NOTARIS DAN P.P.A.T. 

OKI· Jakarta 

:i ' 

SK MENKEH Rl TGL, 9·12·1986 NO : M·136·HT.03.05·TH 1986 
SK MENOAGRI TGL, 15·6·1987 NO : 82/0JA/1987 

Jl. Lapangan Roos Raya No. 2 Tebat, Jakarta Selatan 
Telp. 8314485 · 831«86·8303222 

RUPS untuk pengub~han 
angg~ran d~sar 

RUPS 1 
RUPS 2 

RUPS untuk : 
-"engalihkan/aenJ~ainkan 

s ebagian besar atau seluruh 
kekayaan perser oan 

-Penggabungan / peleburan/ 
Pengubihlihan 

-P eabubaran perser oan 

I 
I 

Fax. 8303222 

lpaling sed!kit 2/3 
lpali ng sed i~it 2/ 3 

lpaling sedikit 3/4 
I 

lpal1ng sedikit 3/ 4 
lpaling sedikit 3/4 

untuk aufakat, bila dengan­
musy•warah untuk au fak•t -­
tidak terc apai .aka ------­
keputusan diaabi l dengan -­
suara tarb ~nyak d01ri jualah 
suar ~ yang dikelu•rk an ---­
dengan sah da la11 r apat. 

pa ling sedikit 2/3 
suara terbanyak 

pa ling sedikit 3/4 
paling sedikit 3/ 4 

17. Di rl!k s i dan Ko•! saris 
Di reksi : 
a. Syarat-syarat pengangkatan 

Direksi 

b. Anggota D1reksi diangkat -
oleh RUPS untuk J•ngka waktu 

c. Jualah anggota Direks1 
Dengan susunan 

c. l Direktur Utaaa 
Hau Lengk~p 
Status pekerJaan 
Tempat dan Tanggal lah1r 
Alant jelas 

c.2 Direktur : 
Haaa Lengkap 
Status pekerjaan 
Tempat dan Tangga l lahir 
Aluat jelas 

Warga Hegara Indones i a yang aeaenuhi­
persyaratan sesuai deng an peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.-

2 
li•• > tahun. 
dua ) orang 
satu ) or~ng Dlr~ktur Utaaa. 
satu 1 orang 01 re~tur. 

Tn. KR ISHO AIHVANTO SOEKARHO. 
s .. ~ .. t~. 
J;karta, 5 Agustus 19S9. 
Jakarta Pusat , Jalan Lombok Hamor LA, 
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, 
Kelurahan Gon dangd i a, Keca•atan Menteng. 
l ndonesii.-

To. JUAN UAHVUDIH SUHERnAH. 
s .. as ta. 
Suka~um1 , 13 Dese~ber 1962. 
Jakarta Selatan , Jalan Putr1 Hoaor 10, 
Rukun Tetangga 002, Rukun Uarga 006 , 
Kelurahan Pasar Mangg1s, Kecaaatan Setiabud1. 
tndones ia.-

d. Rapat l!lre~. s1 

Korum Rap•t leb1h dan 112 dan J llmlat. anygota [lire~. ~ ~ yitn~ 
had ir atau diwak1l1 dalam r ap at . 

Keputu•an : lebih dari 1/2 dar1 jumlah Suitr a yang di~eluarkan 
~engan s•h dalaa rapat. 
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H. ASMAWEL AMIN SH 
NOTARIS DAN P.P.A.T. 

DKI- Jakana 
SK MENKEH Rl TGL, 9·12·1986 NO : M-136-HT.03.05-TH 1986 

SK MENDAGRI TGL, 15·6-1987 NO : 82/DJA/1987 
Jl. Lapangan Roos Raya No. 2 Tebet, Jakana Selatan 

Telp. 831 4485 · 8314486-8303222 
Fax. 8303222 

Ko111inris : 
a. Syara t- ~yarat peng angk ~tan 

Koaisarh War ga Heg ara Indon~s11 yang ~e•enuhl­
persyaratan stsuai dengan ptraturan -
perundang-undang an yang ber laku.-

b. Anggota Ko•isaris diangkat -
ol eh RUPS untuk jangka waktu 1 5 

c. Jual ah anggota Ko111isaris 1 
Dengan 1U1unan 1 1 
-Koainrh : 
Nua lenglr.ap 
Status pekerj~an 
Te111pat dan tanggal lahir 
Alaut jela~ 

lii!!B tahun. 
satu orang . 
satu orang KoaiiiYIS. 

Tn. SETIO WIRATNO. 
Swasta. 
30 Apri 1 1970. 
Bokasi, Pondok Ti~ur ftas 84/14, 
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12, 
Kelurahan Jakaset1a, Kecaaatan Dekasi Selatan. 
Indonesia. 

d. Rapat Ko11isans 
Korum Rap a t 

Keputusan Rapat 

lebih da ri 1/2 da ri Juml ah anggota Komisaris 
yang dihadir atau diuakili dalam rapat. 
lebih darl 1/2 dari suara yang d1lr.eluarkan 
den gan sah dalam rapat . 

18. f'engyuniian hbii pe111bagian df!VIden, 
dan penyis 1han untuk dana cadangan U1l~ntukan uleh Rapat U!!!um Pemf!gang 

Sahano. 

Dengan ini kaai menyatakan bahwa Data Akta Pendirian 1n1 iidalah sPsuai 
dengan ketentuan ~tandar akta Model I, ketentuan Undang-Undang Ho•or 1 Tahun 
199S tentang Perseroan Terbatas beser t~ peraturan Pelaksanaannya dan 
Peraturan f'erundang-undangan lain yang berlaku, serta telah ka•i t~liti 
sesuai dengan dokuaen yang telah dtperlihat~an kepada ~a••· 

Dotet Ak tn P~ntl:rt"" P-.s e ro"" 1 ~1 
\OJto.:ij t.l l.'Ch.' 

ro l KoJ>utuson Monteri Kenok unon Republik l~don 11 lC1 
longgol ; 19 Januari 1998 
Nomor : C2-238, HT ,Ol.Ol , TH ' 98 . I 
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NOTARIS 
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·' 
··•. , . . 
'· ' 

ELLIZA ASMAWEL, SH 
SK. MENKUMDANG, Rl TGL 31 JULI2000 NO. C.603 HT.03.02.TH.2000 

SAL I NAN 

AKTA PERNTATAAN KEPOTUSAN RAPAT. -

TANGGAL 
28 MARET 2005 

NOMOR .... 7. .. ~!. ... 7. .. ... ............... ......... .................... . 

JL. DR. SAHAAJO NO. 105 E TEBET JAAARTASELATAN 
TELP. (021) 8306052, 8306053 FAX. 6301219 

l 
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l r. . . . 
LP RTEMEN HUKUM I>AN .HAK ~SASI MANUSIA 

l __ .. - REPUBLIK-INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL 

ADMINISTRASI HUK UM UMUM 

,: I • p·( ;'· \· · 
., ~ ; . • t, · '· . I \' ... · . 
,\_\ 7· ..... ' 
"\\ .- ' ,l. , . . ' .,,··' -: ~ :: .. . 

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakano Sclatnn 
Telp. (02 1) 5202387 - Huming 

Nornor C'"-U:Vl 02.01.4493 

Lamporan 075/NOT/111!2005 

Jakana, 5 April 2005 

Kcpada Yth: 

, ... ,···;.;, ; .. 

Pcri:,~l · I'ENERJMAAN I'EMBERITMIIJAN PERUBAHAN Notaris Elliza Asmawel, SH 

PEMEGANG SAIIAM & DIREKSI/KOMISARIS 

PT. \VAl lANA BERSAMA GLOBALINDO 

Scsu;oi dcngan data yang tcmwat dalam Fonnat !sian Akta Notaris Model Ill yang 

tersimpan dJbm D;nabase Sisminbakum Salinan Akta Nomor : 45 . Tanggal 28 Maret 2005 

yang dibuat dan dis:unpaikan oleh Notaros Elli;(a Asmawel, SH bcrkedudukan di JAKARTA 

SELATAN bcscrtn dokumen pcndukungnya. yang rliterima pnda tanggal 5 April 2005, 

mcn~,:cnai pl·ruh:than l'l'lllcg;m~ Saham & l)ircksi/ Kom isaris PT WAHAN/\ 13ERSAMA 

GLOBALINDO hcrkcdudukan di JAKARTA tclah ditcrima dan dicatat dalnm Database 

Sisminbakum Dorck toral .lcndcral Admino~tra~• I hokum Umum Departemen Hukum :)an Hak 

Asasi Manuso;o R.:puhlik Indonesia . 

An. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTUR JENDERAL 

ADMIN ISTRASI HUKUM UMUM 

z.t :LJ( ARNAIN YliNUS. SH., MH 

NIP.: 040034478 

. · ····· ... ...... ...... . . . . ... . . 
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mbi l" "'"' mbi l'" •"' "" ''''"" ( '-•-t-"", ~ '----F-----­
Nomor C2-238.HT . Ol.Ol.Th.98 ; ---------------------------- -----

-dan telah beberapn kali diubah ter~khir rl~r.~~n ~kta Ris~ l~ h -· 

Rap.;t t;;nggal empat bela:; Oktobcr s::ric•: st>mbi \an ro:t us 

sembil;;n pu l uh sambi lan ( 14-10-l~?? ) Nomor 47, dibuat oleh 

RUSHAN , Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris Pengganti dari 

Haji ASHAWEL AHTN, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di ---

Jakarta. ------------------------------------------------------

-Untuk selanj utnya dalam akta ini disebut Perseroan. ----------

-Bahwa dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----

dal;;m r apat tersebut telah dibuat Notulen R;;pat dibawah tang;;n-

tertanggal dua puluh de\apan Haret dua r ibu lima ( 28-3-2005 ). 

bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, seda ng o\P.h -

rapat tersebut kepada penghadap telah diberi kuasa untu~ 

menyatakan keputusan-kep~tu~an da\am rapa t dal;;m suatu akt~ ---

Notaris. --- ------------------ --------------------------- - -- - - -

-8ahwa dalam rapat tersebut telah dih;;diri oleh 1.250 ( saribu-

dua ratus lima puluh ) saham yang merup.;kan ~eluruh sahR~ yang-

telah ditempatkan dan diambil bagian serto rlisetor pcnuh ~~ ka s 

Perseroan hingga saat itu, sehingga sesuai dengan kctentunn 

P;;sal 20 ayat 4 anggaran dasa~ Persero~n . rapat tersebut adJlah 

s~h susunannya dan berhak mengambil segala keputusan yang sah-

dan mengi~at dari seg;:la sesuatu yang dibicgrakan dalam rapat.-

-Se lanj utnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -· 

mene rang kan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang -- -

Saham Perseroan tersebut, dengan suara hulat tclah diambil - --· 

keputusan-keputusan sebagai berikut : ·------------------------
A. Henyetujui penjualan seluruh saha~ miliK tuan ACHHAD --- - - - ­

AHIIlUODIN HARLAN sebanyak 500 ( 1 im<1 r;;tus ) sah<:m kepad<: --

tuan GANANG RINOARKO ; ---------------- ---·------------------
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-sehingg3 sete lah penj uolan so ham-suham tersebut ------J---­
dilaksanakan, maka untuk selanjutnyo susunan pbra ~eme~ang -

saham menjadi sebagai berikut : ----------------------------

1 . -Tuan KRISNO ABTYANTO SOEKARNO, -------------- ------------

sebanyak 750 ( tujuh raytus lima puluh ) -----------------

saham atau sebesar ---------------------- Rp. 75.ooo.ooo ,-

( tujuh puluh lima juta rup i ah ) ; -----------------------

2.-Tuan GANANG RINOARKO , -----------------------------------

sebanyaK 500 ( lima ra t us ) sa hum ------------------------

atau sebesar -------- - ------- - - ---------- Rp. so.ooo.ooo.-

( li ma puluh juta rupiah ) ; - ---- ------------------ ------

-Sehingga se luruhnya berjumlah 1. 250 -----------------------

( serib u dua ratus lima puluh ) saham ------------- - - -------

dengan nilai nominal sebesar ------------- Rp. 125.000.000, -

( seratus dua puluh lima juta rupiah ). ------------ - - ------

1 B. Henyetujui untuk merubah susunan Oireks i dan Komi sa r i s ----­

Perseroan yang lama s ehingga susun;n Oireks i da n Komisaris -

Perse roan yang haru ~enjadi sebagui beri~ut : --------------

- Oirektur Tuan KRTSNO A8TYANTO SOEX ARNO --------

t ersebut ; ------------------ ---------

I -Komisaris Tuan GANANG RINOARKO, lahir di - ------

Semarang, pada tanggal ena~ Nope~ber -

seribu sembiian ratus enam puluh e nam-

( 6-11-1966 ) , swasta, bertempat 

tinggal di Oepok, Pondok Cibubur 

Blok C6/4 , Rukun Teta ngga 04, Rukun --

Warga 08. Kclurnhan Cisa l ak Pas;r , ---

Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu --

Tanda Pendud uk Nomor -----------------

32.77.01.1012/474/3357927, Warga -----
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~egara Indonesia. 

-------------------- OEHIKIANLAH AKTA JNT ------------------- --

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakar ta , pada hari, -

tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan-

dihadiri oleh tuan SATRlAOl, Sa rjana Huk~~ dan tuan KHUNAEFI , -

kedua-d~anya pegawai kantor Notaris dan berte•pat tinggal di -­

Jakarta ·$ebagai saksi-saksi. --------------------------------~-

~Setelah ' akta in{ saya, Notaris ba~akan kepada penghadap dan --

para saksi, •aka akta ini ditandatangani oleh penghadap, para -

saksi dan saya, Notaris . -------------- - -----------------------

-Dibuat dengan 1 ( satu ) perubahan, yaitu 1 ( satu ) karena --

t ambahan . -----------------------------------------------------

-Hinuta akta ini telah ditandatangani d~ngan se~purna. 

- -------------------------- DIBERIKAN SEBAGAI SALTNAN. 

Pcttu!'~~~, ;' U ,_.,,h•io(I')J 

Nn;;or : o7'>(Vc/1.()tJ7 
Sap, ,-~nl! hcrtantht f ~ IIJ::In cllh2W:t~ ln_i. 
ELI.I7.\ ASMA\VEI 'Snrjano Uu!.wm, ~ut»ns 
di ,l:ik:u1:t, · 
m t:n~r:•ilr. l:~ n h :t ll'l•· ~ Cutnl;o pl sut·at 

lnl y:u' t( :rrJirl tl arl G ( '"'"'"' - , ) 
hal>:n· ,: 11 udah th s:t:u:t d~nr,~~ :t ~ l.ny:t, 
)'a nf! m ~·"" · u~liu yu dikcmb3hk:tu p:..'tl 
pcmiiikr.y:t. • 'U 7 J2kartn, '2.1. Mt"l 0 

NO'fARIS Dl JAKARTA 

(ELLI7.A ASMAWEL, SR.) 
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-., LE~MEN u uKUM """''"~ lsASJ MAN USIA 
!__ - REPUBLIK-INDONESIA 

'• I ..,. ,, • . ~ , , ' ' 

•! ']'·II DIREKTORAT JENDERAL 
ADMINISTRASI HUKUM UMUM 

~~ f< I > ' • ' • 
,\ -· \ .,.· .. :· .. . .' 
~ .- . . ·' .. ' {:>; __ ~_,··~·-.. . 

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakan~ Sclatan 
Tclp. (021 ) 5202387- Hunting 

Nomor . C-UM 02.01.4493 

Lamp•ran 075/NOT/1 !1/2005 

Jakana, 5 April 2005 

Kcpada Yth: 

Pcril•nl · I'ENERIMAAN I'EMBERITAHIJAN I'ERU13A HAN Notaris Elliza Asmawel, SH 

PEM EGANG SAl lAM & DIREKSIIKOMISARIS 

PT \VAl lANA BERSAMA GLCBALI NDO 

S~suai ucngan data yang tcnnuat dalam Format lsian Akta Notaris Model Ill yang 

te rsimpan dabm D<!labasc Sisminbakum Salinan Akta Nomor : 45, Tanggal 28 Maret 2005 

yang dibual dan dis:unp~ikan oleh Notaris f.lliw Asmawel, SH berkedudukan di JAI"..ARTA 

SELA TA N b~s~ rtn dokumen pcndukungny;,. ya ng •iiterima pada tanggal 5 April 2005, 

mcn);cot:u pl'fllhahan i'cmcgaotg. Snham & l)ircksi/Komi~ari~ PT WAHANA 8ERSAMA 

Gl.OB!\LINDO bcrkcdudubn di JAKARTA Ielah ditcrima dan dicalat dalam Database 

Sisminbakum D1rck toral Jendcral Admini~tra<J llukum limum Departcmen Hukum Dan Hak 

Asasi Manu~ta R.:publik Indonesia . 

A.n MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTUR JENDERAL 

ADMfN!STRASI HUKU M UMUM 

'l..t: LI( ARNAIN YUNUS, SH., MH 

Nil'.: 040034478 

. . ..... .. . ...... .... ... . .. . .. . . 
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DEPARTEHEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
OIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WI LAYAH DJP JAKARTA I 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAHA JKT TNH ABANG I ll 

SURAT KETERANGnN TERDAFTAR 

No : PEH- ~51- / WPJ.06/KP.1603/200!) 

es uai den~an Pasal 2 ayat (1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tenta ng Ketentuan Umum 
an Tata Cara Perpaja l<an sel,a<::~aim.:~na telah d iuba h terakhir rJengan UU No. l.6 
ahun 2000 dan ~eputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 
e ngan tni diterangkan bahwa : 

Nomor Pokok Wajib Paj a k (NPWP) 
Kl asif ikas i Lapangan Usaha (KLU) 

Alama t 
IRHAN N0.44-46 

He rk/A I(ro nim 
Status Modal 
Sta·tus Us aha 
Kewa·) iba n Pajak 

tl Rh ·terdaftar pada tata usaha komi 

PT- WAHANA I:II; RSAMA GUJ13AI. T NOO 

01.824 .U77.0- 077 . 0 00 
51900 - PERDAGANGAN DESAR LAINNYA 

GEDUNGi BRt II L T .18 3lJITE 1 805 JL _ JEND, 

BENDUNQAN HILIR - TANAH PBANG 
J AKARTA PUSAT - 10210 

Sl~ASTA 
Tungga l 
[x] PPh Pasa l 4(2) [x] PPh Pasal 
[ x ] PPh Pasal 15 [ x] PPh Pasal 
[x] PPh Pasal 1? [x] PPh Pasal 
[x] PPh Pasal 21 [ J PPH Pasal 
r 1 PPh P;u;.a L 22 

23 
25 
26 
29 

tng•", terl>itnya surat iro.i .• maka da .lam rangka mement lhi hr~k dan, kewaji ban 
!rpnial<.:tn waj ib rnenca n·tunok.:tn NPWP r.c:i•~k ta ngga l 27-08·-J'-·97 

egis ter:0200400224 
~_ PI) [ P .. 4 .. 2-00 

2005 
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NPWP OL824.077.0-077 .000 

NAMA : PT. WAHANA BE RSAMA GLOBAL! NDC~ 

ALA MAT: 
TEROAFTAR 

27 -08-19Q7 
JAKARTA PUSAT 
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHliSUS IBUKOTA JAKARTA 

KOTAMADYA JAKARTA ..• !:~!:~ ................................... .... : .... . 
KECAMATAN .. ... ....... . . ~~!M.l .. ~.J?.~~!q ..................... : ............... . 
KELURAHAN .... ... .. .. .. !?P.!.J?.~ ~!!.~'!. .. 1n.H~ ............... .............. . No. 2 7 4 797 

J alan ..... :.f.'.~f:l.j.~.F.n~~:")fl .. J .. ~!R .~ .?-.ro; ... ~ .... ~.C:!.1·.'P. ,.~7.~.).~.% ..... . 

Nomor · ... . 

Yang bertandaTtangh ~~ bawah ini Lurah .. T}.QIJ.cJ..I.I!.l.S:~ .. !.l·?)~ ?:' ....... ....... ...... ....... .. 
Kecamatan .. .... ~~ .. .... .. ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . mcncrangkan bahwa : 

Nama 
Tempat I Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 
Agama I Kewarganega.raan 
KTP I T~da Lapor Diri Nomor 

:mr~l:o 1\.riH•vJ'eo !·:or::J~~- '1i'ro .................................. ........... . .. . 
. J.akn.r.tn , . ? .. Okto~1cr .F .r5.9 ................. ... .. ............... .. 
Laki-Jaki trc.~~R\\.:JO 

.Tiud.hn ...... /. .... J.n(lanQ::ri::l ................ ................. .. .. . 
0~. 5006. 050050 . 0310 ··· ···················· ··· ·········· · ········ ····················· ................. .. . 

Benarpada saat ini membuka I mempunyai usaha scbay,aimana wrscbut di bawah ini : 
Nama Perus~ : .ry ~ .. .':~~.IAJ.r~ .. !!~ ::.:;.? .~~ .. ~~'<?.~.~.~.~~:??().. . .. .. . ............ .. 
Jenis Usaha I KJasifikasi .P.o.ro::\':;M.r:.r:m .. .l.!!!!.W!. J~M .. .J.;t.f>.~ ..... .. . .. ........ ...... ........... .. 
Alamat Perusahaan .:~~~r: .. '!~.I ... ~! .. !.·~ .·}~ .. ~1.~.1?.~.~~0~! .. ~~~~~ ... ~.~.~~.'l;l?.~an 

.HLI.i:r. , . ..I~o.r;. ~ .. : 1.~.:m:~-h .. Sh0J}.G .. 7 .. ~Tnlm;o.::tn .. r~;;.~t, .... ... 
Status Bangunan Milik Scndiri I Scwa I Kontrak 
Peruntukan Bangunan 
No. & Tgl. IPB. 
Akta Pcndirian Perusahaan 

Jumlah Karyawan 
Penanggung jawab I Pimpinan 
Pcrusahaan 

Perumahan I Pcrkantoran IRuko 
. ....... ... ·· ····· · ... ... ....... .... . ..... .. . , ........... 4••···· ··· ······ 

1 [ '\r''J \' "'T i\'"TI' r·•r Noraris . .• .~ ... :.'~- ~ .. } ·"':"! .. ·.: ~·.:. , .• :.)~·- · · . . . .............. .... . .. 

Nomor . ,..,. . SO .. :-: ..... .. Tgl .. l LL (U~tobcr.- 1'1':10 
J,!! .. ( ~:~"pq 1._•1h ) ... O:J?.:!!!; ...... 

Oemikian Surat Keterangan Domisili c/crvsaht'cn im_,~BII.!l' untuk dipcrgunakan scbagaim::ma mcstinva dan 
bcrlaku sampai dengan tanggal .. . -!-:L~ .. . J.?Jl.~~1! .. ~:r' .. ( / · · · 
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SURAT KETERANGAN DOMISILI 
NO. GM/219/V/99 

Yang bertanda tangan di bawah ini hertindak nt;ts 11:1111;1 Pengclol<~ GE'.dung BR I II di Jal:1n 

Jcnd. Sudirman No. 44-46, .Jaknrla Pu~:1 1 1112 111. dcngan ini mcnyatabn hahwa: 

PT WAHANA BERSAfi/A GLOBALINDO 

adalah benar berdomisili di GEDUNG BRI !J, LANTAI 1!1, SUITE 1!105. 

Demikian Sural Kelerangan Domisili ini dibuat unluk dipergunakan st:bagaimana meslinyn. 

Jakarta, 12 Mei 1999 

mmis 
Untuk dan alas nama 
PT MULTA PERSADA PAC!FTC 

l •l• I, , ' ' ., , ' f "!' I " ' l l t'4 .. '" 
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Ja~a Pos, Minggu 3 Agustus 2003 

U&Lu I JSei~a.~~n 
.. .. • • • •• • l. :.· · ·· -~· •• • 

Ditawari""Re~~·da~a·-Asi~g· 
BEBERAPAhnri )'1211flalu saya dita11·ari SIIDIU prrxluk lmlestusi 

rtksada11a as/111 oldt seornng niDrkttint dari pemsahaiJfl P.T IV 
Ylllll btrpusot Ji Joktlrto dan mtnriliki cabant di S11N2baya. 
Produl: ttrstbllt lllt{ljanjikan kt unllutgall 24 ptrst/1 ptr 'rahwo. 
I'T IV;,.; mtmpaka11 agen pemmnratr unt11k ltrdalltsia. Stdan~ 
prrxluk dari uk.<crdnna asl11g btmsal dari Dl Ltd. yang btrada rli 
ktprllcllltlll lunr n~tri yo11g btbns pnjnk. Mtllllrtt t And,,, 

• bngnlmnlltl uba/knya snya mt11yikapl pt11llll'aron in i? 
Ttrimakasil! ntas pcrlratiamrya 

Halo rak A, :tp:~ kabar? 
Tccu~ tcr:tn~. tid~k ad:t satu l<c!iJtan invest.asi pun yan, tid:~k 

b.:ri;i~Q. Hukurn in,·c$I:L<i jug:~ nt(npraknn bahwa scmlkin lin!lli 
rccurr) in"c>tasi yanJ; dijanjikan suacu produk in,·estasi mal.a 
~~mlki r\ tinggi pula risikonya. dan scbaliknya juga bc:;i1u. 

Dlbrn rn~milih proJuk inw;casi maka p.:n~<tahuan mcn~cnai 
in'•'Sll.<i ntuthlk tl iperlubn. brcnl abn sanp: mcmbancu kit:.~ 
n\Citl~~J ~,kan m:ut~ inn~$1 :ui dJtl lil;\0:.1 :<pd.:ul:l:\i. S~rin~k:\1 i 
nrnn~ m~ra>atd:th b.:rin,·~>tJ~ i dcn~aa bcnar. pJdahJI ~bJiikny:o 
yan~ dilakuk:~n ~J:~Iah t intl:~k~n sp~kul~:<i . 
P~r~<llJn nnwa in\'~.<l:t.<i d~nsln s~kub:<i ~daiJh j ib in''I!~IJ.<i 

~cJuncun;~n m:nopun· kccu~ia.1nn)'l bisn tli~rkirnbn schingg a 
risikonya l:lis;c J il;d,>la d~ngan blik. Scd:~ngkan patla spc<ul:~s i 
''rJslg,m~n~h"r:l(lkJn kcuntungan s~tingsi ·linsginra C~IJ?i cidak. 
tu~mrcrhitunt;kan k~ru£i:m y:mg ~i!>J t~rj:~di. s~.~hin~ga risiko tid:~~ 
~i<a uikd\)b dcn~an bail;. 

~J/1:1\J i.lll t•ntu-k lli ~a nrcngdoll risiko dcngJ~ bJik 1:'\lkl 1>-= · 
ngct:thuan m~n~cn :~i pMiuk i n\·cs;:a ,iny~ ~:m~J.t ~nting. 1\cm:tn~ 

l!.:a;;: ,-\lh,l:l diin"'-' ' t.l:--ik:m. l' .. ll!:ti nll~l )i:;tcnHl}:t. ~:ISlint.ln:t car.:• 
-· ·-~-M ··- -· ····------ mcudap:.1tkan kCUiit!.ln:ln· 

nyn. risil;(l ar:~ s:~jl yang 
mcn)'Crlainya .. tfa~ lain·IJin. 

Stratcgk PQnfulio ~lana· 
gcment Scheme (Spores· 
man) dari 01 Led • bukan 
rd;~aditna tctnpi m~mJng 
a:;al; mirir. Dalam Spores· 
mans dana para in,·cscur 
olch manajcr in"cmsi di · 
C~mpritkan ke dalam su;tu 
po11folio in,·eslasi 5epcni b­
yakny~ reksadana. 1'\amun. 
k~lau rcksadana ponfolio­
nya t~rbms pada sekuritJS 
al~u sural berharga saja, 
maka portfolio Sponsmans 
lcbih bcra:am yailu selain 
$<kuritlSI pas.v modal , p35:11 
uang. direct invescmcnt sc· 
peni Kc industri perumbJ· 

Lw.....,.• ng3n em3S, philfmacy, dan 
~oo;umcr goods. Keti:a industri teiSebut bisa 'dikatakan industri 
ung);ulan d;Jn keb~ltetbnd.1p nuktuasi kondisi ckonomi. 

D:ori pcn~a!llll:on. s:c~ :• ;~;J~:~ 5 tahun _ l~rakhir tc rh ldap 
Spvrt.sm:111 tn~ lr;, ,mit'l~n r.:l.!? ~;~ .! m~m~nk;,n ~wm ~cbc~;,r 
~..1':( p,•r t:1:Hta d.tl.tm ~t)lh.!i;i r::.::~~ t ylln~ n:tik turun. 

.·\.!.tpun ~~~<a,l .us :l scciap ~~~~:c:~.pnny~ di akumub~i unwk 
m~n.1rnl>:oh ni l.oi akti":ol>:r;i~~ -.~ ;~AB ). Titlak nd~ \':tnt: di,;,,. 
d~tngk:l n untuk tujuJn st Jhili.;~;·: ~~t·.;:n inv~s tlsi. K:m:'n!\ ftu ttis:t 
tli lih~t b:thWJ dJri SiS I~Ill r~~~t:~:.!ll h:osil in\'C5t:ISiO)'l nllkn 
Sponsm;w mcnj~t nj ik:u\ r;:lt.:r:: .!~:.;.t:l suku bung:t tcr:.p. s~d:tn\!· 
bn rd:sa<l.lnl nibi in,~:<~.t;i ~~·f c:~:r.xrikan nilai pcrtumb(ihl';,. 
~:1/tnl ill: wab~pun S.tJ: i:·.: !..! : :~~lanny:~ Sportman; mcm· 

b~rikan nib! I\: turn ~"':l:l~ ti:-; f !. r.:,::aan ccndcruns h:tap dJI:tm 
jan~k \1 r;lllj.m~. 5-.:J.an:;k~:l r~~;.~:~~·· "\';l!:iurun ~ai'\\ ini kclih~· 
t:onny:o k t>ih ~~.:i l tl:ori S;-,·:; ~:~::< l ~ llpi d;~larn jau~k~ l>:tnjl r.:; 
i."~n .. krttnf m::nfabmi f'! :l'.!-·':-.::::.!:: Vi\tH! t cru~ n:. ik. 
Kar~~l, :l iH:.a/.:, .. l.~·il~r ... o.~; .t.::. i..: :-.;;tJh~l:.tn inn.~:'lll~i d:.n ('~:11~!· 

1:!\Hl,l ll rrn,!u~ ,:,n:;;,: l!i:. ll !~. \~ ·;-.·;:·..:~:1 :~ ~.:~ ... ·hill\ .•\ nJ :t 11h.~ ;t~'.!· 

tu ... J.. :ln w:w:....m::mlx-li :1:.w I.~ .!~ r::.: ;nbd inra. 
S(",lft!\ nt:ul ~ ~j,~ rn ... "'njaJ: 1 ·: . ::~:.1 ~: :'!tau ~~kul~~ i ndalah c·:r· 

!!~I~H~IIl! t.l.lri _(':m;tl~~man .·\~.: ... :· ;.::1~1in~:t. J\ i\f~nl \\p;apun r :•J• 
du~ tnn::-.t'" '") a. Jlka At ~.IJ ::· ::~· :.. :!::1y~a t;u1pl discnai ()l:l1l ~sh:~· 
m:cn y:on~ <'ukup ll)~n~.: rtli $: .;: ~: ~; lnuk:r t>i~a lll cnj>~. li ~ll) l\1 
SIX'~ula<i un:uk 1\nJ:c. 
l'~uuun . 1.h:n~:tn ~m:thaa:.~:: :· !-i .:::~urAnll:a N~:1 mcmucu.,k:ln 

~pabh si <t,•rn ny:o ln!!is "": ; :. _,,, ,!J. ~r~knh ~nt3r:o h;,<i l 
I O\'~:'\a..;i n~ :1 ~..:b:t nJiu;; tJ .·i~f~ :: :. ~::.>"11)';1. S-:hii\\!C..:\ kcputui.\!\ 
m~mt'lc l i atta 'J l id ak <!i\!:!':!·i ;-~:!': i tunptn }:--,~1g mat:~ l'!f . 
S.:bmat 0Criu\'~,,t:l.,i.l!'t 1!)! 
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MARKETING AGENCY AGREEI'l:::NT 

THIS MARKETING AGENCY AGREEMENT is made and entered into effective 
.S~tt......~u .1. 

as of the 1st day of J.WWa"f, 20Qf.' by and between DRESSEL INVESTMENT LIMITED, ~ ~ 
an international business company existing under the laws of the British Virg in Islands, 

with its registered mrtce situate at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, 

Road Town, Tortola, British Virg in Islands (hereinafter referred to as "Dressel"), and PT 

WAHANA BERSAMA GLOBALINDO, an lndonesic;n limited company with its principal 

place of business at BRI II suite 1805, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210-

Indonesia (hereinafter referred to as "Marketing Agent") . 

W I T N E S S E T H: 

WHEREAS, Dressel is in the business of raising inventment capital worldwide 

and investing in companies, industries, projects and areas in which rigorous due 

diligence according to the established criteria of Dressel's ir:vestment 2nalysts indicates 

polential sources of income and/or equity appreci~tion and the return of its investment 

capital within a reasonable time; and 

WHEREAS, Dressel has confidence in Marketing Agent as an excellent local 

representative because of its solid leadership, experiE:nce and expertise in investment 

analysis and strategy, status and contacts in the Territory through its Indonesian 

subsidiaries on national, regional and local levels, cor:,t:<dible management and 

investment philosophy and optimism toward the future of the region; and 

WHEREAS, for the reasons stated above, Dressel desires to engage Marketing 

Agent to provide various services to the Territory as defined below, including the 

-I -
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mar1<eting and sate of certain Dressel investment products and the location and 

recommendation to Dressel of potential companies, projects and investment pools for 

Dressel to consider as capital investment candidates; and 

WHEREAS, the parties have caused this Mar1<eting Agency Agreement to be 

prepared for the purpose of establishing the basis upon which Dressel and Mar1<eting 

Agent may cooperate with each another during the term of this Mar1<eting Agency 

Agreement; -
NOW, THEREFORE, in consideration of the premises, and for other good and 

valuable consideration, receipt and sufficiency whereof are hereby mutually 

acknowledged by the parties, Dressel and Mar1<eting Agent hereby agree as follows: 

1. Dressel hereby appoints Mar1<eting Agent as its principal mar1<eting agent 

during the term hereof in the Territory consisting of Indonesia and such other areas as 

may be added to the Territory from time to time by mutual agreement between the 

parties. Mar1<eting Agent shalt have the right to appoint sub-agents in the Territory, 

provided that Mar1<eting Agent shall adequately supervise the activities of each such 

sub-agent as they relate to Dressel products. 

2. Mar1<eting Agent warrants to Dressel that it is now and, during the term of this 

Agreement will remain, duly established and, if and to the extent necessary, licensed by 

the requisite governmental authorities in the Territory to engage in the mar1<eting and 

sales of Dressel products and the identification of potential investments which Dressel 

may consider making wi1hin the Territory. Mar1<eting Agent further agrees and warrants 

to Dressel that it will comply with all applicable laws and regulations in force from time to 

time in the Territory, and that it will keep Dressel informed of any regulatory issues in 
' order for Dressel to comply with applicable laws and regulations in the Territory and 

anywhere else that Marl<eting Agent may be promoting Dressel products. 

-2-
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3. The initial Dressel products that Marketing Agent shall market and 

sell in the Territory pursuant hereto are the Dressel SPORTM.A.NS (Strategic 

Portfolio Management Scheme) and GMP (Global Markets Portfolio). By mutual 

agreement between the parties, additional Dressel products or programs may be 

added hereunder from time to time 

4. Remuneration of Marketing Agent for its marketing services 

hereunder shall be as follows. Said remuneration, which Dressel shall pay to 

Marketing AgeAk>n or before the seventh (71h) business day of each month, shall 

consist of three (3) components; namely : (a) an initial feA ~qual to a maximum of 

two percent (2 .0%) of the par amount of a given client's investment. This fee 

shall be paid by the client in addition to the investment and refunded to Marketing 

Agent with respect to new investments received by Dressel during the 

immediately prededing month: (b) an initial commission equal to four percent 

(4 .0%) of gross investment funds raised by Marketing Agent and rect:ived by 

Dressel during the immediately preceding month: and (c) a monthly client 

servicing fee equal to one-half of one percent (0.5%) of the aggregate net 

investment funds generated by Marketing Agent which are still ~ 

management by o,esoel at the end of the Immediately p"'cedlng month. CJ1Y1 ~ 
5. The remuneration outlined in the foregoing paragraph 4 shall 

constitute the full amount due to Marketing Agent from Dressel. From such 

remuneration package Marketing Agent shall pay its agents such commissions 

as Marketing Agent shall determine and all of its operating costs. Any remaining 

balance shall belong to Marketing Agent as its profrt from its activities pursuant to 

this Marketing Agency Agreement. With respect to locating potential projects in 

the Territory for possible investment by Dressel or its affiliates, Marketing Agent 

and Dressel will mutually define the remuneration and/or joint participation 

respective terms in written agreements on an individual project basis. 
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6. In addition to payment of the remuneration set forth in paragraph 4 above, 

Dressel agrees to support Marketing Agent by answering inquiries from Marketing 

Agent and by providing at Dr.essel's expense website support, brochures, by mutual 

agreement training and marketing seminars from time to time. 

7. Marketing Agent agrees to provide Dressel at least weekly with complete 

reports of client investments and withdrawals, and to remit new investments not less 

frequently than w_g~ly to the designated Dressel account, or in a mutually agreed 

alternative manner. Similarty, Dressel agrees to provide a monthly report to Marketing 

Agent which shall list the names of all new and existing investors in the Territory, 

together with their respective account balances. 

8. This Agreement does not create an exclusive arrangement; however, both 

Dressel and Marketing Agent agree to use their respective best efforts to provide the 

maximum reasonable support to each other's success within the Territory. Marketing 

Agent shall be permitted to sell non-competing investment programs in order to offer 

reasonable portfolio diversification to its clients. However, Dressel shall be given the 

right to approve the investment products which Marketing Agent may propose from time 

to time. Unless such proposed products or programs are competitive with Dressel 

products offered by Marketing Agent in the Territory pursuant to this Agreement, such 

required approval shall not be unreasonably withheld or deiayed. In addition, Dressel 

reserves the right to limit Its relationship with Marketing Agent in the event, after ample 

warning and open bilateral discussions, Dressel reasonably believes Marketing Agent is 

not meeting reasonable sales expectations, in which case Dressel may appoint 

additional companies to sell its investment products in the Territory. 

9. Marketing Agent and Dressel hereby euch undert&io:es to mainta in the other 
I 

party's proprietary information (including the identity of its clients, sales staff and other 

employees and consultants and its marketing methods) in strictest confidence, and 
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agrees that it will not at any time divulge to third parties (except where required by law) 

any information related to the other party's affairs or business methods, unless 

authorized in writing by such other party. 

10. Marketing Agent shall be responsible for the compliance with all laws and 

government regulations applicable to its business activities. Marketing Agent also 

expressly agrees to follow and be in compliance with all of the rules and procedures of 

any · applicable go~ming authority, including, but not limited to licensing, securities, 

anti-money laundering and "know your customer" laws and regulations applicable to 

Marketing Agent and each of its sales representatives that may promote, mar1<et. offer 

or seU any Dressel products pursuant to this Marketing Agency Agreement. 

11. Marketing Agent undertakes to abide by Dressel's rules end regulations 

governing business procedures, processes, transactions and all other relevant matters. 

Dressel shall not be responsible for acts or defaults of Mar1<eting Agent or any of its 

employees, agents, Marketing Agent or representatives. Marketing Agent shall exercise 

all reasonable care and skill for the performance of its duties hereunder. Marketing 

Agent shall act faithfully to prevent Dressel from being subjected to the complexities or 

jurisdiction of the laws of any given country within or without the Territory, and in 

particular of the United States of America, which is an over-riding intention of the parties 

in entering into this Marketing Agency Agreement. Mar1<eting Agent expressly agrees 

that neither it nor any of its sales representatives shall at any time offer or sell, nor shall 

Marketing Agent or such representatives solicit any offer to purchase, any Dressel 

investment product or program to any citizen or permanent resident of the United States 

of America. In order to monitor the restrictions of this paragraph, Marketing Agent 

agrees to provide or supply Dressel with such support and Information as Dressel may 

reasonably require from time to time. 

12. Marketing Agent agrees to indemnify and hold Dressel harmless, including 
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reimbursement of any attorney's fees and costs, from the breach by Marketing Agent of 

any term or condition of this Marketing Agency Agreement. Marketing Agent specifically 

agrees that it is solely responsible for all of the acts, deeds or omissions of any persons 

or entities having a contractual relationship with or acting on behalf of Marketing Agent, 

whether employees, agents, consultants, representatives or otherwise. 

13. Nothing in this Mar1<eting Agency Agreement shall constitute or be deemed 

to constitute a pru:tQership between the parties hereto or be deemod to constitute 

Mar1<eting Agent as acting for Dressel for any purpose other than the specific purpose 

stated herein, nor shall this Mar1<eting Agency Agreement be construed under any 

circumstances as creating the relationship of employer and employee between the 

parties. Neither party hereto shall be authorized or empowered to bind the other party 

or to contract in the name of said other party or create liability against it in any way or 

for any purpose. 

14. This Marketing Agency Agreement shall be effactive as of the date first 

indicated above and shall further continue in force unless or until terminated as provided 

herein. Either party shall be entitled lo terminate this Mar1<eting Agency Agreement 

forthwith by providing not less than ninety (90) days advance written notice to the other 

party for any reason or for no cause or reason whatsoever. 

15. Either party may declare the termination of this Marketing Agency 

Agreement upon notice to the other party in any one of the following events: 

(a) Should Marketing Agent cease to operate or in the opinion of 

Dressel become incapable of canying out the terms of this Marketing 

Agency Agreement and its duties hereunder; or 

(b) Upon either party discovering that the other party has cof!1mitted 

any fraudulent act or any act in the nature of fraud upon the other party 

or any third person or entity; or 
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(c) Either party goes into liquidation or there exists any event, petition 

or order that may lead to such liquidation or winding up (except for the 

purpose of amalgamation, consolidation, merger, reconstruction, 

reorganization or change of domicile) or 

(d) Execution is levied upon either party's goods or properties; or 

(e) Either party ceases, or threatens to cease, to carry on business. 

16. Upon teAnination of this Mar1<eting Agency Agreement from any cause or 

reason: 

{a) Mar1<eting Agent shall promptly transfer and reconvey to Dressel or 

for its benefit all mar1<eting materials and any ot~~r Dressel property 

held by Mar1<eting Agent, and retum to Dressel, or otherwise dispose 

of as Dressel may instruct, any and all documents, records or papers 

whatsoever relating to such property and/or the business of Dressel; 

and 

(b) Each party shall immediately cease all activities related to the 

business between the parties; and 

{c) The provisions of this Marketing Agency Agreement relating to 

confidentiality or other continuing obligations or to cooperate with the 

other party to carry out the intent of this Agreement shall continue in 

force in accordance with the terms hereunder; and 

(d) Except as otherwise provided as to any rights or obligations which 

have accrued prior to termination, neither party shall have any further 

obligation to the other party under any such agreement. 

17. Marketing Agent and Dressel agree that in the event any dispute may arise 

between them regarding or relating to this Marketing Agency Agreement '#hich they 

cannot resolve in good faith negotiations, they shall first submit such dispute to 

mediation by a mutually agreeable third party. In the event the parties hereto are not 
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able to agree on a mediator or the mediation process fails to ;esolve the dispute, then 

the parties hereto agree that the unresolved dispute shall be submitted to binding 

arbitration pursuant to the commercial arbitration rules of the International Chamber of 

Commerce in eithetSingapore or such other jurisdiction as both parties hereto or 

thereto shall agree, and the arbitrator or arbitrators shall declare their respective rights 

or obligations under this Marketing Agreement. 

18. All arbitration awards may be enforced in any jurisdiction where property or 

interests affected by such awards is located, provided, however, that if any express or 

implied term or condition of an arbitration award or of this Marketing Agency Agreement 

is construed to give the courts of the United States of America jurisdiction over Dressel, 

or otherwise to subject Dressel to any of its laws, then such express or implied term or 

condition shall be null and void as being contrary to the intentions of Dressel and 

Marketing Agent in entering into this Marketing Agency Agreement. 

19. All correspondence between the parties and notices from C•:'le party to the 

other pursuant to this Marketing Agency Agreement shall be addressed tc the 

respective following addresses, or such other addresses as one party shall provide to 

the other party from time to time: 

(a) Dressel: 

(b) Marketing 
Agent: 

Dressel Investment Limited 
c/o Integrity Office Support, Inc. 
Suite 307 Norton Building 
801 - 2nd Avenue 
Seattle , WA 98104 U.S.A. 

PT Wahana Bersama Globalindo 
BRI II suite 1805 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 
Jakarta 10210- Indonesia 

All not1ces hereunder shall be sent by fax or email, with hard copies either 

hand delivered or sent by prepaid express courier, and shall become effective at 5:00 

pm, recipient's local time, on the earlier of five (5) business days following electronic 
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transmission or two (2) business days following receipt of the original hard copy by the 

party on whom the notice is served at 1ts address set forth in this paragraph. 

20. Should any provision of th1s Marketing Agency Agreement be deemed null 

a~d void, the remaining terms and conditions of this Marketing Agency Agre{lment shall 

remain valid and binding to the extent consistent with the intent of Dressel and 

Marketing Agent in entering into this Marketing Agency Agreement. 

21 . The parties agree that this Marketing Agency Agreement sets forth the full 

agreement between Marketing Agent and Dressel and replaces completely any other 

discussions, negotiations or alleged commitments, agreements or representations, 

whether written or verbal, that the parties may have had with respect to any 

relationships between the parties. This Marketing Agency Agreement may not be 

amended or modified in any aspect except by a written instrument entitled "Amendment 

to Marketing Agency Agreement" and signed by both parties hereto. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Marketing Agency 

Agreement to be executed by their duly authorized representatives on the day and year 

above written. 

DRESSEL INVESTMENT LIMITED PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO 
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PERJ ANJIAN KEAGENAN PEMASARAN 

Per janjian keagenan pemasaran ini dibuat dan berlaku mulai tgl. 1 September 
2005 oleh dan antara DIL, sebagai perusahaan bisnis internasional dibawah 
naungan hukum BVI, dengan kantor tercatat di Akara Building ,. 24 De Castro 
Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI (dalam hal ini disebut 
"DRESSEL") , dan PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO, sebuah 
perusohaon terbatas di Indonesia dengan berkantor pusot di Gedung BRI II, 
L. 18, Suite 1805, Jl. Jend. Sudirman kov. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia 
(dalam hal ini disebut sebagai "MARKETING AGENT") 

MENGAKU 

Dimana, Dressel beker ja dibidong bisnis pengumpulan dona dari seluruh dunio 
dan diinvestasikan ke berbagai perusahaan, industri , proyek don area-area 
yang sudoh di survey sesuoi dengan criteria dari onalis Dressel Investment 
don berindikasi mempunyoi potensi sebagai sumber pendapotan dan/atau 
peningkatan modal dan pengembalian investa~! dalam waktu yang sesuai; dan 

Dimana, Dressel mempunyai kepercayaan pada Agen Pemasar sebagai 
representative local yang baik dikarenakon dori kepemimpinan yang solid, 
berpengolaman dan mempunyai keahlian dalam analisa dan strate.gi investasi, 
berstatus dan kedudukan dalam Teritori Indonesia, ditingkat regional dan 
local , manajemen yang kompatibal don filosofi invc.stosi dan optimis akon 
kelonjuton dimaso yang okan dot ong; don 

Dimono, dengon olason diotas, Dressel berkeinginan untuk menunjuk Agen 
Pemasor untuk menye~iakan berbogai jasa didalam Teritori tersebut 
dibowoh, termasuk memasorkon dan menjuol produk-produk Dressel 
Investment don menunjukkan lokasi dan memberi rekomendasi kepado 
Dressel dori perusahoon-perusohaan yang potensial , proyek dan pengumpulan­
pengumpulan investasi untuk pert imbangan Dressel sebagai kandidat modal 
investosi; dan 

Dimano, keduo belah pihak menyetujui Perjanjian Keagenan Pemasaran ini 
untuk disiapkan sebagai dasar pembentukan dimona Dressel dan Agen 
Pemasor dapot bekerja soma satu dengan yang lain dalam kurun waktu yang 
ditentukan oleh Perjanjian Keagenan Pemasaran ini; 
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Oleh karena itu. dalam pertimbangan ini . dan untuk kebaikan dan 
pertimbangan yang berharga. penerimaan dan kecukupan dimana diakui oleh 
kedua belah pihak. Dressel dan Agen Pemasar menyetujui sebagai berikut 
dibawah ini : 

1. Dressel dengan i ni mengangkat Agen Pemasar sebagai Agen Tunggal 
dalam teritori Indonesia dan daerah-daerah lain yang dapat 
ditambahkan didalam teritori dari waktu ke waktu dengan perjanjian 
antara kedua belah pihak. Agen Pemasar mempunyai hak untuk 
menunjuk sub agen di dalam teritori dengan syarat bahwa Agen 
Pemasar mempunyai pengawasan yang cukup atas aktifitas dari tiap sub 
agen yeng berhubungan dengan produk-produk Dressel. 

2. Agen Pemasar menjamin kepada Dressel bahwa sekarang dan. selama 
perjanjian ini berlangsung, akan tetap berdiri dan, jika dan selanjutnya 
diperlukan, ijin oleh otoritas pemerintahan didaerah teritori untuk 
memasarkan dan menjual produk-produk Dressel dan 
mengidentifikasikan investasi-investasi poter.sial yang Dressel dapat 
membuat pertimbangan didalam teritori tersebut. Agen Pemasar 
selanjutnya menyetujui dan memberi jaminan kepada Dressel bahwa 
akan mengikuti seluruh hukum dan regulasi dari waktu ke waktu 
didalam teritori , dan akan selalu memberi informasi kepada Dressel 
atas topik-topik regulasi agar Dressel dapat mengaplikasikan hukum 
dan regulasi didaerah teritori dan dimanapun Agen Pemasar 
mempromosi kan produk Dressel. 

3. Produk Dressel yang horus dipasarkan didaerah teritori oleh Agen 
Pemasar adalah Dressel SPORTMANS (Strategic Portfolio 
Management Scheme) dan GMP {Global Markets Portfolio). Dengan 
per janjian ker jasama kedua belah pihak, tambahan produk-produk atau 
program-program Dressel bisa ditambahkan dari waktu ke waktu. 

4. Pembararan jasa Aqen Pemasar adalah sebagai berikut, Dressel akan 
membayar Agen Pemasar pada waktu at au sebe!um Hari Ker ja ke 7 
dalam setiap bulannya, yang terdiri dari 3 bagian; 
(a.) Jasa Awol adalah sebesar 2 (duo) % dari jumlah investasi 

nasabah. Biaya ini akan dibayarkan oleh nasabah set>agai 
tambahan dari investasi dan dikembalikan ke Agen Pemasar atas 
investasi baru yang diterima oleh Dressel selama bulan berjalan; 
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(b.) Jasa Komisi sebesar 4 (empat)% dari dana investasi bersih rang 
dikumpu/kan oleh Aqen Pemasar dan diterim~ oleh Dressel 
selama bulan ber jolon; dan 

(c.) Pembaqian pelayanan nasabah bulanan sebesar 0.5 {setengah) % 
dari jumlah keseluruhon dono investasi yang diproduksi oleh 
Agen Pemosor yang masih dibawah manajemen Dressel pada 
akhir bulan berjalan. 

5. Biaya jasa yang tersebut dalam paragraph 4 adalah jumlah keseluruhan 
yang dibayarkan ke Agen Pemasar dari Dressel. Dari paket biaya jasa 
tersebut, Agen Pemasar horus membayar para agennya seperti komisi 
sebagai Agen Pemasar horus ditentukan dan seluruh biaya operasional. 
S~ala sisa pendapatan akan menjadi milik Agen Pemasar sebagai 
Keu.o~ngan dari k~iatan atas Per janjia~ K.eagenan Pemasaran ini. 
Sehubungan dengan penunjukan proyek-proyek yang berpotensi 
didaerah teritori sebagai kemungkinan investasi bagi Dressel dan 
afi liasinya, Agen Pemasar dan Dressel akan bersama-soma menghitung 
biaya jasa dan/ atau ker ja sam a do lam per janjian tertulis berdasarkan 
proyek-proyek. 

6. Sebagai pembayaran tambahan atas biaya jasa di paragraph 4 diotas, 
Dressel setuju untuk mendukung Agen Pemasar baik dengon cora 
menj awab pertanyaan-pertonyaan dari Agen Pemasar dan dengan 
menyediakan dukungan otas biaya Dressel, website, brosur, pelatihonan 
dan seminar para pemasar dari waktu ke waktu. 

7. Aqen Pemasar setqju untuk menyediokan /aporan minqquan yang 
lengkap menqenai dana investasi nasabah. peJ?Orikan dan penyetoran 
kepada Dressel. paling tidak lebih dari seminggu sekoli ke rekening 
Dressel yang sudah ditunjuk, at au sesuai per janjian kedua belah pi hal<. 
Bersamaan dengan itu, Dressel setuju untuk menyediakan laporan 
bulanan kepada Agen Pemasar yang terdiri dari daftar nama-nama 
nasabah baru dan yang masih aktif didaerah teritori, bersama dengan 
laporan jumlah total terakhir. 

8. Perjanjian ini tidal< menciptakan perjanjian yang eksklusif, tetapi, 
kedua belah pihak, Dressel dan Agen Pemasar setuju untuk berusaha 
memberikan yang terboik untuk menyediakan dukungan yang terbaik 
kepada satu dengan yang lainnya didalam daerah teritori. Agen 
Pe.masar diperbolehkan menjual program investasi yang t idak bersaing 
sehubungan dengan penawaran diversifikasi portofolio yang masuk akal 
kepada nasabah. Tetapi, Dressel mempunyai hak untuk menyetujui 
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produk inve.stasi yang he.ndak dipasarkan ole.h Agen Pemasar dari waktu 
ke waktu. Kecuali produk atau program yang ditawarkan adalah pe.saing 
dari produk Dressel yang ditawarkan oleh Agen Pemasar dalam dae.rah 
teritori dalam Perjanjian ini, Persetujuan dari Dressel tidak akan 
menj adi t idak masuk akal atau terlambat. Sebagai tambahan, Dressel 
me.mpunyai hak untuk membe.rikan limit dalam hubungon kerjasomo 
dengan Agen Pemasar opabila seteloh diberikan teguran yang cukup dan 
diskusi yang terbuko, Dressel percayo bahwa Agen Pema.sar t idak 
memenuhi penjualan yang diharopkon, dalam hal ini Dressel dapot 
menunjuk perusahoan loin untuk menjuol produk-produk investasi 
didaerah teritori. 

9. Agen Pemasar dan Dressel dengon ini masing-m0$ing be,4 tanggung­
jawob-menjogo kerahasioan informasi ontora yang satu dengan yang 
lain (termosuk identi tas nasoboh, staf penjualon, dan xoryawon loinnya 
don para konsultannyo dan metode pemasaronnya), dan setuju untuk 
t idok akan me.mbocorkan 

10. rahosia ke.pada Pihak Ke.tiga (kecuali diperlukan ole.h HUKUM) seluruh 
informosi yang berhubungan kepoda pihak luor lainnya otou metode 
bisnis, kecuali diberi kuasa secara te.rtulis ole.h pihok terkait. 

11. Agen Pemosar bertanggung jowob me.ngikuti semua hukum dan regulasi 
pemerintahan sesuai dengan aktifitas bisnisnya. Agen Pemasar juga 
setuju untuk mengikuti semua pe.raturan, prosedur dari otoritos 
peme.rintahan, termasuk, tetapi tidak terbatas ke.pada pe.l'ijinan, 
keamanan, anti pencucion uang dan hukum dan regulasi oplikasi "kenoli 
nasobahmu• sesuai dengan Agen Pemasar dan Representatif 
Pemasarnya yang dapot mempromosikan, memasarkan, menawarkan 
atau menjual tiap produk-produk Dressel yang sesuoi dengan Perj anjian 
Agen Pemasaran. 

12. Agen Pemasar horus tunduk kepado pe.raturan-peraturan dan regulo.si­
regulasi Dressel mengenai prosedur bisnis, proses-proses, transaksi­
transaksi dan semua masalah yang berhubungan. Dressel tidak akan 
bertanggung jawab atas pe.rbuatan atau kejadian dari Agen Pemasar 
otou koryawonnyo, ogen-agen, stof agen atau representative staf. 
Agen Pemasar horus melakukan seluruh tugasnyo dengon perhotian 
yang mosuk akol dan ketrompilan untuk melakukon tugos-tugas dibowon 
ini. Agen Pemasar horus menjaga Dressel dori StJbyek yang berkenaan 
dengon kompleksitas atau yur isdiksl hukum dori negara manapun, baik 
didolam atau d iluar daerah teritori , dan khususnya di Amerika Serikat, 
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dimano melampui intensi dari pihak-pihak yang masuk kedalam 
Per janjian Agen Pemasaran. Agen Pemasar menyatakan setuju bahwa 
tidak seorangpun dari Sales Representotif kopanpun menawarkon atou 
menjuol , tidak juga Agen Pemasor atou perwakilannya menawarkan 
untuk membeli, apopun produk investasi atau program Dressel ke warga 
negaro atau penduduk tetap dari Amerika Serikat. Untuk mengowasi 
batasan dori paragraph ini . Agen Pemasor setuju ur1tuk menyediakan 
atau memasok Dressel dengan dukungan don informasi yo11g diperlukon 
Dressel dori waktu ke waktu. 

13. Agen Pemosor setuju untuk membebaskan Dressel dari kesalahan, 
termasuk pembayoran kemboli atos biayo-bioya pengacara, atas 
pelanggaran yang dilakukon oleh Agen Pemasor dalam term dan kondisi 
dari - Perjanjion Agen Pemasaran ini. Ag~!'l Pemasar secara khusus 
menyetujui bahwa dia akan bertanggung jawab etas semua perbuatan 
dari tiap orang atau pihak yang terkait dengan hubungan kontrak 
dengan atau atas nama dari Agen Pemasar, baik karyawan-karyawan. 
agen-agen, konsultan-konsultan, perwakilan-perwakilan atau lainnya. 

14. Tak satupun dolam Perjanjian Agen Pemasaran akan membentuk 
kemitraan antara pihak-pihak dibawah ini atau yang dianggap sebagai 
Agen Pemasar mewakili Dressel untuk tujuan opapun diluar tujuan yang 
dinyatakan disini . tidak juga Per janjion Agen Pemasaran ini ditafsirkan 
dalam keadaan apapun sebagai penciptaan hubungan antara majikan dan 
karyawan diantara kedua belch pihak. Tak satupun pihak disini memiliki 
otoritas atau wewenang untuk me.ngikat pihak lain atau melakukan 
kontrak etas nama pihak loin atau menciptokan kewajiban terhadapnya 
dolam segala cora atau untuk segala tujuan. 

15. Per janjian Agen Pe.masaron ini berlaku pada tanggal te.rsebut diatas 
dan akan tetap berlaku untuk seterusnya, kecuali atau hingga 
dihentikan se.suai yang tercantum disini. Kedua belah pihak berhak 
untuk menghentikan Perjanjian Agen Pemasaran ini dengan 
pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh terakhir) hari didepan 
kepada pihak lain dengan alasan apapun ataupun tanpa alasan apapun. 

16. Kedua belah pihok bisa menyatakan pemutusan dari persetujuan 
Pe.rjanjian Agen Pemasaran setelah menyatakan kepada pihak lain 
didalam selah satu dari kejadian-kejadian dibawah ini : 
.Apabila Agen Pemasar berhenti beroperasi atou menurut pandangan 
Dressel tidak mampu menjalankan Per janjian .Agen Pemasaran dan 
tugas-tugosnya; atau 
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• Salah satu pihok m~n~mukan bahwo pihak lain t~loh melakukon t indok 
p~longgoran t~rhodop pihak lain atau pihak ketiga lainnya. 

• Kedua beloh pihak dilikwidosi atau m~ngalami kejadian atau tuntutan 
atou perintoh yang menuju poda likwidasi atau goncangan (k~cuali untuk 
maksud-moksud konsol idasi , p~nggabungan, rekonstruksi, reorgonisasi 
otau perpindahan alomot) otau 

• Penyitoon dilokukon atas horta otau bendo dori keduo beloh pihok; otou 
• Keduo b~lah pihok berhenti , otau diancom untuk berhenti, untuk 

m~njolankan bisnis. 
17. Seteloh Perjonjion Agen Pemasaron ini dinyatakan berhenti dengan 

alasan apopun : 
• Masing-masing pihak harus se:gera menghentikon semua akti f itas yang 

berhub~11gan dengan bisnis kedua belah pihak; don 
• Provisi dari Per janjian Agen Pemasaran yang berhubungan dengan 

kerahasiaan atau Agen Pemosar horus se:g~ro mentronsfer dan 
mengembalikan s~mua materi pemasaran kepodo Dressel dan semuo 
mil ik Dressel yang dipegong oleh Agen Pemasor, dan mengembolikannya 
ke Dressel , atau apabila diperintahkon untuk dimusnahkon semua 
dokum~n . catatan otau kertos-kertos opopun yang bf!rhubungon dengan 
kepemilikon don/otou bisnis dori Dressel; dan 

• kewoj i ban yang s~dang b~r jolon lai nnyo a tau untuk beker jo soma 
dengon pihak loin untuk melaksanokan maksud dori Perjanjian ini horus 
ber j olon menurut kondisi dibowah ini; dan 

• Kecuali kalau ada hak-hak atau kewajiban-kewajibon yang telah 
ditombohkan sebelum penghentian, tidok sotupun pihok mempunyoi 
kewajibon loin kepoda pihok lain dibawoh persetujuon apapun. 

17. Agen Pemasar don Dressel setuju opoblla muncul perselisihan diantara 
kedua beloh pihak sehubungon dengan Perjonjian Agen Pemasaron ini 
yang tidak biso dis~lesaikon dengon negosiasi-negosiosi yang boik, 
mereko pertama-toma akan menyampaikan perselisihon ini kepada pihak 
ketigo sebagoi penengoh. Apobila kedua belah pihak t idak setuju 
terhadop p~nengah otau proses mediasi gagal untuk menyelesaikan 
masalah, kemudion keduo belah pihok setuju untuk menyampoiko.n 
masaloh yang tidak terpecohkan itu kepado Pengadilan Nioga di 
Singapura {International Chambers of Commerce) atau kepoda 
pengodilan yang disetujui oleh keduo belo.h pihok yang dinyatakon dan 
pihak pengodilan akan menyatokan hak otou kew~ibonnya dolom 
Perjanjion Agen Pemo.soro.n ini. 
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18. Semua keputusan Pengadilan dilaksanakan di wilayah hukum dimana 
kekayaan atau kepentingan yang diakibatkan oleh keputusan tersebut 
berada, tetapi apabila dinyatakan dalam arti lain, atau apabila 
Per janjian Agen Pemasaran diartikan lain untuk diberikan kepada 
wilayah hukum Amerika Serikat atas Dressel atau apt~bila dinyatakan 
oleh hukum lainnya atas Dressel, pernyataan atau . kondisi horus 
dinyatakan tidak. berlaku karena bertentangan dengan maksud Dressel 
dan Agen Pemasar berkenaan dengan Pe.r janjian Agen Pemasaran. 

19. Semua korespondensi antara kedua belah pihak dan pemberitahuan­
pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak yang lain sehubungan 
dengan Perjanjian Agen Pemasaran ini dikirim ke alamat-alamat 
dibawah ini , atau alamat lain yang diberikan oleh kedua belah pihak dari 
waktu .. ke waktu : 

• Dressel : Dressel Investment Limited. c/o Intergrity Office Support , 
Inc .. Suite 307 Norton Building. 801-2nd Avenue. Seattle, WA 98104, 
USA 

• Agen Pemasar : PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO. Gedung BRI 
II, L. 18, Suite 1805. Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46. Jakarta 10210. 
Indonesia 

Semua pemberitahuan dibawah ini horus di kirim melalui Fax atau E-mail 
secara tertulis. baik disampaikan langsung atau melalui kurir, dan akan 
berlaku pada pukul 17.00 waktu setempat dari penerima, pada 5 hari kerja 
setefah pengiriman surat secara elektronik atau 2 {duo) hari setelah 
diterimanya surat tertulis asli. 

20. Apabila bogian manapun dari Per janjian Agen Pemasoran ini dinyatakan 
tidak berlaku, maka isi perjanjian lainnya horus tetap berlaku dan 
mengikat antara Dressel dan Agen Pemasar dalam Perjanjian Agen 
Pemasaran. 

21. Kedua belah pihak .setuju bahwa Perjanjian Agen Pemasaran ini 
merupakan perjanjian sepenuhnya antara Agen Pemasar dan Dressel 
dan mengganti secara keseluruhan semua di.skusi, negosiasi atau 
komitmen, per janjian, baik tertulis maupun verbal yang kedua belah 
pihak pernah lakukan dalam hubungan diantara kedua belah pihak. 
Perjanjian Agen Pemasaran ini tidak boleh diganti didalam hal apapun 
kecuali dengan sarona tertulis yang ber judul "Perubahan Pod a 
Perjanjian Agen Pemasaran" dan ditanda-tangani oleh kedua belah 
pihak. 
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D~mikianlah , para pihak pada per janjian ini telah menyuruh ditanda­
tanganinya perjanjian ini oleh wakil-wakil mereka yang diberi wewenang 
sebogaimana mestinya pado hari dan t ahun tersebut diatas. 

DRESSEL INVESTMENT LTD. WAHANA BERSAMA GLOBALINDO 

Danny Wong Krlsno A. Soekarno 
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2010 

Bisnis investasi sangat rentan terhadap terjadinya kerugian, baik karena ketidak­
profesionalan perusahaan maupun penipuan. Salah satu kejahatan investasi yang 
pernah terungkap adalah kasus penipuan yang dilakukan PT. WBG. Perusahaan ini 
merupakan agen pemasaran dari Dressel/ Investment Limited (DIL)-USA, bergerak 
dalam bidang investasi dengan menawarkan produk berupa Strategic Portfolio 
Management Scheme (Sportmans) dan Global Markets Portofolio (GMP). 

Sebenarnya banyak kasus penipuan berkedok investasi yang dialami para 
investor dan kejahatan ini terus berulang. Kejahatan dalam bidang investasi semakin 
berkembang sehingga, menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, tetapi regulasi 
pengawasan terhadap bisnis investasi masih belum mampu memberikan perlindungan 
bagi para investor. 

Kebutuhan akan regulasi yang mengatur tentang pengawasan dalam bidang 
investasi sangat diperlukan guna melindungi para investor dari kemungkinan terjadi­
nya kerugian akibat kejahatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak 
dalam bidang investasi di Indonesia. Sehubungan hal ini, merupakan alasan menarik 
untuk dilaksanakan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Investor dari 
Kejahatan lnvestasi dalam Perspektif Sistem Hukum lnvestasi di Indonesia (Studi 
Kasus PT. Wahana Bersama Globalindo)". 
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Perumusan 1\!Jasalah 

1. Bagaimana legalitas perusahaan PT. Wahana 
Bersama Globalindo? 

2. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan 
usaha PT. Wahana Bersama Globalindo? 

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor 
terhadap kejahatan investasi yang dilakukan 
oleh PT. Wahana Bersama Globalindo? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberikan gambaran tentang legalitas 
perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
pengawasan terhadap kegiatan usaha PT. 
Wahana Bersama Globalindo. 

3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan 
hukum bagi investor terhadap kejahatan 
investasi yang dilakukan oleh PT. Wahana 
Bersama Globalindo. 
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Kegunaan Penelitian 

• Secara teoritis (akademis), hasil penelitian ini 
d iharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 
hukum bisnis pada umumnya dan khususnya dalam 
bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan 
hukum investasi (penanaman modal). 

J. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berguna untuk merumuskan berbagai kebijakan 
yang berhubungan dengan upaya pengawasan dan 
pemberian perlindungan hukum kepada para 
investor (masyarakat) terhadap kemungkinan 
timbulnya kerugian akibat kejahatan dalam bidang 
investasi di Indonesia. 

Metode Penelitian 
0 Sifat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian 

yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan ataupun data 
sekunder. Namun demikian, untuk mendukung analisis terhadap data 
sekunder, maka tetap dibutuhkan data primer yang diperoleh dari 
inform an. 

0 Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan 
data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) 
dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan 
dilaksanakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan 
teknik studi dokumen, sedangkan penelitian lapangan dilaksanakan untuk 
mengumpulkan data primer dengan menggunakan teknik wawancara. 

0 lnforman penelitian ini terdiri dari: seorang pejabat dari Bapepam-LK, 
seorang pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI 
Jakarta, seorang Penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus PT. 
WBG, seorang mantan Direksi PT. WBG yang telah berstatus sebagai 
terpidana dan dua orang mantan investor korban penipuan PT. WBG. 

0 Penyusunan laporan penelitian ini menggunakan teknik anal isis deskriptif 
kualitatif, dengan angkah-langkah yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi dan penyederhanaan data, menyajikan data, analisis dan 
interpretasi serta penarikan kesimpulan. 
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HAS~L PENELITIAN DAr~ PEMBAHASAN 
A. Legalitas Perusahaan PT. WBG 
PT.WBG didirikan di Jakarta pada tahun 1997, yang berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan, 

sebenarnya bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, pembangunan, 
pengangkutan, perindustrian, percetakan dan jasa, tetapi praktik usaha yang dijalankan 
adalah sebagai agen pemasaran Dressel/ Investment Limited (DIL)-USA yang bergerak 
dalam bidang investasi dengan mengeluarkan produk berupa portofolio yang dituangkan 
dalam bentuk certificate of investment. 

Kegiatan bisnis yang dijalankan PT. WBG dilaksanakan dengan memberlakukan suatu 
manajemen perusahaan dengan struktur organisasi yang memiliki tujuan demi kesuksesan 
perusahaan, dan berdasarkan struktur organisasinya, maka secara operasional PT. WBG 
bertanggungjawab kepada OIL yang berada di Hong kong dan Seattle-USA. 

Secara yuridis PT. WBG mulai berdiri sejak tanggal23 Juli1997, berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas Nomor 149, yang dibuat di hadapan Notaris Elliza Asmawel berkantor 
di Jl. Suharjo No. 105 E Tebet, Jakarta Selatan. Akta tersebut disahkan atas nama Menteri 
Kehakiman dengan No.: C2-238.HT.01.01.TH'98, tanggal19 Januari 1998. Operasional PT. 
WBG dilaksanakan dengan SIUP yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan No.: 03196/1.824.51 tanggal 6 Oktober 2004. 
Dalam SIUP tercantum bahwa PT. WBG memperoleh izin untuk pengadaan barang/jasa 
berupa alat tulis kantor/mekanikal/tehnik, komputer, jasa konsultan dan manajemen 
(bisnis). 

B. Pengawasan terhadap Kegiatan Usaha PT. WBG 
Masyarakat menjadi korban penipuan dalam bisnis investasi disebabkan oleh minimnya 

pengetahuan masyarakat terhadap seluk beluk berinvestasi. Semestinya eaton investor 
harus berpikiran kritis terhadap janji yang ditawarkan produk investasi dengan cara 
mengecek kebenaran perusahaan melalui situs Bapepam. Jika pengawasan hanya 
mengandalkan pemerintah, maka tidak mung kin semuanya dapat terawasi, terlebih lagi kalau 
perusahaan tersebut tidak terdaftar atau mendapat izin resmi dari instansi berwenang. 

Terkait dengan penyalahgunaan izin usaha yang dilakukan PT. WBG, maka Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk melakukan 
pengawasan, karena kewenangan pengawasan hanyalah terhadap jasa dan barang yang 
beredar di pasar. 

Semestinya pengawasan harus dilaksanakan oleh Bapepam, tetapi Bapepam tidak memiliki 
kewenangan mengawasi kegiatan usaha PT. WBG, karena Bapepam tidak pernah 
mengeluarkan izin prinsip untuk PT. WBG dapat bergerak dalam bidang pasar modal, 
sehingga kegiatan usaha yang dilakukan PT. WBG luput dari pengawasan Bapepam. 

Dalam hal pengawasan ini, maka sesuai teori Friedman yang dikembangkan oleh Soerjono 
Soekanto, bahwa faktor yang berkaitan erat dan dijadikan sebagai tolak ukur yang esensial 
dari efektivitas penegakan hukum, antara lain faktor masyarakat dan substansi hukumnya. 
Dari sisi masyarakatnya adalah karena keterbatasan pengetahuan calon investor terhadap 
aspek-aspek hukum investasi, sedangkan dari sisi substansi hukum, khususnya terkait 
dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi berwenang (Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan dan Bapepam). 
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C. Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Kejahatan lnvestasi 
Untuk melindungi investor dari kejahatan investasi UU No.8 Tahun 1995 menganut pembagian 

sanksi pidana dan sanksi perdata, tetapi dalam kasus penipuan investasi yang dilakukan 
PT. WBG, masih ada keterbatasan kemampuan undang-undang ini untuk digunakan 
sebagai dasar penuntutan pelaku kejahatan lnvestasi, karena kegiatan usaha PT. WBG 
tidak mendapat izin dari Bapepam, padahal keglatan usaha yang dilakukan oleh PT. WBG 
yaitu sebagai agen pemasaran produk investasi berupa portofolio, sebenarnya merupakan 
bentuk kegiatan usaha dalam bidang pasar modal. Namun demikian, penyelesaian 
kasusnya didasarkan pada UU Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 
372 dan 378 KUHP. 

Dalam tataran regulasi, upaya untuk melindungi investor dari risiko investasi telah cukup 
memadai, namun perlindungan yang dimaksudkan disini hanya terbatas pada 
perlindungan terhadap investor yang menanamkan modal pad a perusahaan yang secara 
hukum telah mempunyai legalisasi dari Bapepam. Permasalahan dalam kasus yang 
menimpa nasabah PT. WBG, ternyata tidak dapat terlindungi melalui UU No.8 Tahun 1995 
dan berbagai regulasi yang telah dikeluarkan Bapepam. Tidak terlindunginya hak-hak 
investor PT. WBG, karena perusahaan ini memang bukan perusahaan yang mendapat izin 
Bapepam dan Bank Indonesia untuk mengelola dana masyarakat, akibatnya kegiatan 
usaha yang dilaksanakan luput dari pengawas Bapepam ataupun Bank Indonesia. Padahal 
guna melindungi kepentingan dan hak-hak investor, peranan pengawasan merupakan 
unsur utama. Bahkan sam pal saat inipun perllndungan hak-hak investor untuk mengambil 
kembali dana yang dltanamkan belum terlaksanakan. 

PENUTUP 
A. Kesimpulan: 
1. Kegiatan usaha untuk menghimpun dana masyarakat yang dilaksanakan PT. WBG tidak 

dldasarkan atas izin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bapepam, melainkan hanya 
izin yang dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi 
DKI Jakarta, dengan demikian PT. WBG telah melanggar izin usaha yang diberikan, karena 
dalam SIUP yang diberikan bukanlah bidang usaha investasi yang dalam hal ini sebagai 
agen pemasaran produk portofolio yang diterbitkan OIL-USA. 

2. Wewenang pengawasan lembaga investasi pasar modal berada pada Badan Pengawas 
Pasar Modal (Bapepam), tetapi dalam kasus PT. WBG ternyata Bapepam tidak mempunyai 
kewenangan untuk itu, karena berdasarkan aturan hukum yang terkait dengan pasar 
modal, wewenang pengawasan ini hanya dapat dilaksanakan terhadap perusahaan yang 
secara resmi mend a pat izin dari Bapepam. Oleh sebab ltu, untuk masa sekarang 
pengawasan dilaksanakan secara terkoordlnir oleh Satuan Tugas yang beranggotakan 
perwakilan pejabat/pegawai pada Bapepam-LK, Bl, POLRI, PPATK dan Dirjend 
Perdagangan Dalam Negeri dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 

3. Perlindungan hukum dalam kasus penipuan investasi seharusnya dilaksanakan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, karena intansi inilah 
yang mengeluarkan izin usaha, yaitu dengan cara mengawasi setiap kegiatan usaha yang 
dilaksanakan oleh PT. WBG. 
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B. Saran-saran: 
1. Para investor seharusnya melakukan self-protecting dengan langkah antisipatif untuk 

mencegah terjadinya penipuan. Peran masyarakat hendaknya diwujudkan melalui 
peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum investasi dan teknik 
berinvestasi atau memilih investasi yang memang benar-benar dapat memberikan 
keuntungan, karena hal ini juga merupakan bag ian dari peningkatan budaya hukum 
masyarakat khususnya dalam bidang investasi. 

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai instansi berwenang menerbitkan SIUP, 
hendaknya lebih proaktif melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan 
yang telah mendapatkan izin usaha, karena SIUP yang diterbitkan bukan hanya sebagai 
legalitas perusahaan melainkan sekaligus sebagai alat kontrol terhadap kegiatan usaha 
yang dijalankan perusahaan. 

3. UU No. 8 Tahun 1995 belum dapat melindungi hak-hak dan kepentingan investor akibat 
penipuan investasi yang dilakukan perusahaan yang tidak ada izin Bapepam, maka perlu 
kiranya dilaksanakan pembaruan terhadap undang-undang ini, karen a iklim investasi 
dapat berjalan baik jika didukung oleh aturan hukum yang dapat melindungi hak·hak dan 
kepentingan para investor. 
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RIWAYAT HIDUP 
PENULIS 
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RIWAYAT HI DUP SINGKAT 

I. 1. NAMA : M. ARSAL SAHBAN, SH.SIK,MM 5. TEMPAT LAHIR : JAKARTA 

II. 

Ill. 

2 PANGKAT/NRP : AKP /77010548 6. TGL. LAHIR : 21 JANUARI1977 
3. JABATAN : SES SPRIPIM POLDA METRO JAVA 7. BANGSA : BUGIS/INDONESIA 
4. KESATUAN : POLDA METRO JAVA 9. A GAM A :ISLAM 

PENDIDIKAN 
1. UMUM 

a. SO 1989 
b. SMP 1992 
c. SMA 1995 
d. S-1 Hukum 2002 
e. S-2 MM 2008 

KECAKAPAN BAHASA 
1. BAHASA ASING 

a. INGGRIS I PASIF 

2. POLRI 
a. AKPOL 
b. PTIK 

1998 
2006 

3. SUS/JURIDIK L.N 
a. JUR DASPA BIMMAS 
b. SUS KIBI AKPOL GEL I 
c. JUR LAN PA GATUR I 
d . JUR DAS PA LANTAS 
e . JUR LAN PA REGIDENT RANMOR 

2. BAHASA DAERAH 
a. BUG IS I AKTIF 
b. JAWA I PASIF 

1999 
1999 
2000 
2001 
2003 

IV. JENJANG KEPANGKATAN 

NO. PANGKAT TMT 
1. IPDA 17-12-1998 
2. IPTU 01-01-2002 
3. AKP 01-01-2005 

V. RIWAYAT JABATAN 

NO JABATAN 
1. PAMAPTA Ill PUSKODALOPS POLRES 

SUKOHARJO 
2. KAPOLSEK MOJOSONGO POLRES 

BOYOLALI 
3. KAUR BIN OPS SAT LANTAS POLRES 

BOYOLALI 
4. KANIT REG I DENT SAT LANTAS 

POLRES BOYOLALI 
5. KASAT LANTAS RES SATANG WIL 

PEKALONGAN 
6. KASAT LANTAS RES KLATEN 

7. MAHASISWA PTIK 

8. PAMA PTIK 

9. PAUR PSPH DIT PPITK PTIK 

10 PAMA POLDA METRO 

11 . KASUBSI SIM WI LA YAH JAKARTA 
BARAT 

12 KASUBSI STNK WILAYAH JAKARTA 
BARAT 

13 SES SPRIPIM POLDA METRO JAYA 

VI. TANDA JASA YANG DIMILIKI 

NO. JENIS TANDA JASA 
1. SATYALANCANA DHARMA NUSA 

2. KESETIAAN 8 TAHUN 

NO. POL DAN TGL SKEP PEJABAT 
SKEP/181/XII/1998, 21-12-1998 KAPOLRI 
SKEP/1743/XIll2001 , 21-12-2001 KAPOLRI 
SKEP/961/XII/2004, 24-12-2004 KAPOLRI 

TMT NO. POL DAN TGL SKEP PEJABAT 
15-10-1999 SID KAPOLDA 
01-09-2000 JATENG 
01-09-2000 SID 20- SKEPI593/IX/2000, 04-12-2000 KAPOLDA 
02-2002 JATENG 
20-02-2002 SID 27- SKEP/0511112002, 20-02-2002 KAPOLRES 
03-2003 BOYOLALI 
27-03-2003 SID 15- SKEP/07111112003, 28-03-2003 KAPOLRES 
09-2003 BOYOLALI 
15-09-2003 SID 13- SKEP/457/IX/2003, 15-09-2003 KAPOLDA 
10-2004 JATENG 
13-10-2004 SID SKEP/953/XI2004, 13-10-2004 KAPOLDA 
16-06-2005 JATENG 
24-04-2005 SID 17- SKEP/295N/2005, 16-05-2005 KAPOLRI 
06-2006 
17-06-2006 SID 30- SKEP I 359 I VI/ 2006, 13-06-2006 KAPOLRI 
11-2006 
01-12-2006 SID 4- SKEP / 59 / Xll/2006, 05-12-2006 GUBERNUR 
02-2008 PTIK 
4-02-2008 SID 6- KAPOLRI 
04-2008 
6-04-2008 SID 17- KAPOLDA 
06-2009 METRO JAVA 
16-06-2009 SID 31- KAPOLDA 
03-2010 METRO JAVA 
31-03-2010 SID STR/628/111/2010, 31 -03-2010 KAPOLDA 
SEKARANG METROJAYA 

NO. MOR DAN TGL SKEP PEJABAT 
KEPPRES Rl N0.085 I TK /TAHUN 
NOVEMBER 2005 
SKEP/367 I Vl/2006, 15 JUNI 2006 

2005, 07 PRESIDEN Rl 

KAPOLRI 

Jakarta, 01 juni 2010 

YANG MEMBUAT 

AKP. NRP. 77010548 

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi
di
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/




